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BAGIAN I. 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi/Unit Keija

Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU) berdasarkan Peraturan 

Sekretans Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretanat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Sekretans Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, mempunyai 

tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di bidang legislasi dalam 

perancangan undang-undang. Pusat PUU menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat PUU;

b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat PUU;

c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat PUU;
d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksana tugas unit organisasi 

dilingkungan Pusat PUU;

e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang dukungan 

perancangan Undang-Undang;

f. Pelaksanaan kebijakan dibidang dukungan perancangan Undang- 

Undang;

g. Pelaksanaan tata usaha Pusat PUU;

h. Penyusunan laporan kineija Pusat PUU; dan

i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan 

Keahlian.

Selain menjalankan fungsi sebagaimana diatas, Pusat PUU melaksanakan 

dukungan perancangan undang-undang sebagaimana tercantum dalam, Pasal 

3 Peraturan Pimpinan DPR No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tugas 

Dukungan Keahlian DPR RI, meliputi:

a. Penyiapan naskah Program Legislasi Nasional;

b. Penyiapan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang;

c. Penyiapan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU); dan



d. Pendampingan pembahasan RUU.

Pusat PUU juga memberikan dukungan penyiapan penyusunan Peraturan DPR 

dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI (BKD) 
lainnya.

Pusat PUU memiliki VIST dan MISI Organisasi, yaitu:

Menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai Organisasi Pendukung 

DPR RI Bidang Keahlian Perancangan Undang-Undang yang Profesional, 
Akuntabel, dan Berkualitas"

Sedangkan MISI Pusat PUU adalah:

a. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan Undang-

Undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan; 
dan

b. Memperkuat manajemen pengetahuan yang bemilai.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Peserta

Penulis memiliki Jabatan sebagai Calon Perancang Peraturan Perundang- 

undangan Pertama. Rincian tugas Perancang PUU Pertama sebagaimana 

tercantum dalam Organinasi Tata Kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

(Pusdiklat) Setjen dan BKD adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data dalam rangka melakukan studi kelayakan 

persiapan PenuUsan peraturan perundang-undangan;
b. Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan;

c. Men3dapkan konsep tanggapan rancangan peraturan perundang- 

undangan;

d. Menyiapkan rancangan dalam rangka pembahasan RUU dan RAPERDA;
e. Menyusun konsep instruksi;

f. Men3oisun konsep edaran;

g. Menyiapkan rancangan dalam rangka pembahasan naskah perjanjian, 

persetujuan dan kontrak nasional serta intemasional;
h. Men3dapkan konsep tanggapan rancangan dalam rangka pembahasan 

naskah perjanjian, persetujuan dan kontrak nasional serta 

intemasional.



i. Menyempumakan konsep gugatan dan jawaban konsep gugatan;
j. Menyiapkan rancangan dalam rangka pembuatan akta;
k. Menynsun konsep Legal Opinion;
l. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan;
m. Membuat konsep laporan keija kepada atasan secara berkala dan 

setiap waktu diperlukan.

3.

Penuiis memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam Sasaran Keija 

Pegawai Negeri Sipil (SKP) yang telah disusun bersama dengan atasan 

penuiis, yaitu:
a. Mengumpulkan data dalam rangka melakukan studi kelayakan 

persiapan Penulisan peraturan perundang-undangan;
b. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan;
c. Membuat konsep laporan keija kepada atasan secara berkala dan 

setiap waktu diperlukan.

Deskripsi Isu: Optimalisasi Pemanfaatan Referensi/Database Internal BKD 

dalam Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang 

(RUU).

a. Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG
Dipilihnya isu Optimalisasi Pemanfaatan Referensi/Database Internal 
BKD dalam Penyusunan NA dan RUU menjadi hal yang harus segera 

diatasi adalah berdasarkan metode USG dengan hasil sebagai berikut:

No Isu
Kriteria Jumlah

U S G Nilal

1 Optimalisasi Pemanfaatan Referensi / Database
Internal BKD dalam Penyusunan NA dan RUU

4 5 5 14

2 Kurang Optimalnya Pemilihan Pakar dalam
Pembahasan dan Pembuatan NA dan RUU di Pusat
PUU.

4 5 4 13

3 Kurangnya Pelatihan Peningkatan Kompetensi
Penunjang sebagai Perancang UU

4 3 3 10



Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih 

adalah :
Isu ke-1 dengan rumusan isu : Optimalisasi Pemanfaatan 

Referensi/Database Internal BKD dalam Penyusunan NA dan RUU

b. Dekripsi Isu
Salah satu tugas pokok Pusat PUU adalah menyiapkan NA dan 

penyusunan RUU untuk melaksanakan dukungan keahlian bagi DPR 

RI. Penyiapan penyusunan NA dan RUU dalam rangkaian kegiatannya 

salah satunya yaitu melakukan pengumpulan bah an kepustakaan dan 

melakukan kajian serta telaahan terhadap bah an kepustakaan terkait 
dengan RUU yang akan disusun. Bahwa dalam pelaksanaan 

pengumpulan bah an kepustakaan, tim Pen}msun NA dan RUU dapat 
memanfaatkan bah an dari mana saja yang terkait dengan NA dan RUU 

yang sedang disusun dan salah satunya yaitu output dari beberapa 

pusat di BKD. Output pusat tersebut merupakan referensi internal BKD. 
Adapun referensi internal BKD yang dapat dimanfaatkan untuk 

menambah bahan kepusataakaan yaitu hasil penelitian, risalah rapat, 
hasil rapat kerja, hasil kajian, hasil analisis dan hasil kajian analisis 

dan evaluasi undang-undang. Salah satu output pusat yang dapat 
dimanfaatkan sebagai salah satu referensi yaitu Hasil Kajian Analisis 

dan Evaluasi UU yang merupakan output Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan UU {Pusat Panlak UU). Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi 
UU yang dapat dimanfaatkan adalah yang erat kaitannya dengan NA 

dan RUU yang sedang disusun.

c. Kondisi Masalah
Tidak adanya database produk pusat-pusat di BKD menyebabkan 

bahwa output suatu pusat belum dapat menjadi outcome di pusat lain. 
Contohnya yaitu bahwa dalam Penyusunan NA dan RUU oleh Pusat 
PUU dapat memanfaatkan output dari pusat Iain di BKD contohnya 

yaitu output dari Pusat Panlak UU.

d. Dampak yang terjadi apabila isu tidak segera diselesaikan
Selain dapat dimanfaatkan sebagai suatu bentuk dukungan kepada
Alat Kelengkapan DPR RI (AKD) dan Anggota DPR RI secara langsung,
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output suatu pusat seharusnya dapat menjadi bahan atau tambahan 

referensi bagi pusat lain di BKD dalam melaksanakan fungsinya untuk 

mendukung kinerja dewan, Dampak belum maksimalnya pemanfaatan 

output antar pusat di BKD menunjukan kurangnya sinergitas dalam 

pelaksanaan dukungan keahlian untuk dewan khususnya di bidang 

legislasi.

e. Dukungan teoritik dari mata pelatihan terkait 
1. Whole Of Governance [VJOG)

Meningkatkan koordinasi Pusat PUU dengan pusat lain di BKD 

dalam melaksanakan dukungan keahlian di bidang legislasi. Bahwa 

output suatu pusat dapat dimanfaatkan oleh pusat lain di BKD 

dalam melaksanakan dukungan keahlian.

2. Menejemen ASN
Meningkatkan pemahaman internal Perancang Peraturan Perundang- 

Undangan dalam pelaksanaan tugas penyiapan NA dan RUU.

3. Pelayanan Publik
Meningkatkan dukungan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia.

4. Komitmen Mutu
Meningkatkan pengetahuan terkait dengan bahan kepustaakaan 

yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas Pusat PUU 

dalam pen3dapan NA dan RUU.

5. Akuntabilitas
Meningkatkan pelaksanaan dukungan keahlian di bidang legislasi 
sesuai dengan Tugas Pokok Pusat PUU.

6. Etika Publik
Mempertanggung jawabkan serta melaksanakan fungsi ASN sebagai 
pelayan publik sebaik-baiknya.



f. Rumusan Isu
1. Apakah dalam penyxisunan NA dan RUU oleh Pusat PUU sudah 

memanfaatkan database internal BKD sebagai salah satu referensi?
2. Apakah menyebabkan belum maksimalnya pemanfaatan output antar 

pusat di BKD?

B. Nilai-Nilai Organisasi
Nilai-nilai organisasi diatur dalam peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang 

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. Terdapat 4 nilai yang menjadi pedoman perilaku pegawai, 
yaitu: Religius, Akntabel, Profesional dan Integritas (RAPI)

Menctapkan PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT 
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Kode Etik Ini. yang dimaksud dengan;

1. Pegawai Negeri Siptl, yang eelanjirtnya dlslngkat PNS. adalah Pegawai 
Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekrelarial Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PNS 
adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan 
togas danfungsi aerta pergaulan hidup seharl-hari.

3. Religius adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. AkuntabINtas adalah sikap yang mencermlnkan tanggung jawab atas 
tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi PNS.

5. Profesional adalah sikap terhadap tugas yang memerlukan ketrampllen 
khusus dan kompetensi unluk menjalankannya.

$. Integritas adalah totalitas sikap yang ncnunjukkan komitmen, ketaatan 
dan konsistensi terhadap prinsip-pnnsip etika dan moral

Sikap Religius diwujudkan melalui tindakan percaya kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Sikap Akuntabel diwujudkan melalui tindakan:
1. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
2. Bekeija sesuai dengan standar keija yang ditetapkan
3. Memberikan teladan bagi lingkungan kerja, dan/atau
4. Memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana kedinasan sesuai

dengan peruntukkannya



Sedangkan sikap professional diwujudkan melalui tindakan:

1. Mengembangkan etos kerja untuk meningkatkan kinerja Sekretariat 
Jenderal DPR RI

2. Bekerja dengan inisiatif, inovatif, dan responsive dalatn rangka 

meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI

3. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja, dan/atau

4. Memiliki dan berusaha meningkatkan kompetensi dalara melaksanakan 

pekeijaan

Dan sikap integritas diwujudkan melalui tindakan:

1. Jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS

2. Menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kehormatan Sekretariat Jenderal 
DPR RI

3. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak 

langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5. Tidak merugikan orang lain dan negara

6. Menjaga informasi yang bersifat rahasia, dan

7. Menghormati perbedaan, tidak disknminatif, dan tidak mengintimidasi 
rekan keija.

C. Tujuan

Tujuan diselesaikannya isu yang dipilih adalah untuk meningkatkan 

pelaksanaan tugas Pusat PUU dalam men3dapkan NA dan RUU serta 

mengoptimalkan koordinasi antar pusat di Badan Keahlian dalam 

melaksanakan dukungan keahlian kepada DPR RI.

Diharapkan dengan optimalnya koordinasi antar pusat tersebut khususnya 

Pusat PUU dan Pusat Panlak UU dapat meningkatkan kualitas, efektifitas dan 

efisiensi dalam penyusunan NA dan RUU yang dilakukan oleh Pusat PUU.
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BAGIAN II.
CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Isu : Penyusunan NA dan RUU oleh Pusat PUU yang kurang memanfaatkan Hasil 

Kajian Analisis dan Evaluasi UU oleh Pusat Panlak UU sebagai salah satu 

referensi.

A. Penjelasan Perubahan 

Kegiatan 2

Pada tahapan kegiatan 1, seharusnya melakukan koordinasi dengan Kapus 

PUU untuk meminta izin dalam melakukan kunjungan dan iventarisasi data 

di Pusat Panlak UU, namun kegiatan ini sudah dilakukan bersamaan dengan 

koordinasi dan konsultasi pada tahap awal (kegiatan 1, tahap kegiatan 1). 

Perubahan ini dilakukan mengingat kesibukan dari Bapak Kapus sehingga 

koordinasi dilakukan pada saat koordinasi tahap awal.

Pada tahapan kegiatan 3, konsultasi dan koordinasi kepada Kapus Panlak 

UU [Bapak Rudi Rochmansyah, S.H., M.H) dilakukan 1 (satu) lebih awal dari 

yang direncanakan dalam timeline, hal ini karena pada waktu yang tertera 

dalam timeline Kapus Panlak UU (sedang melaksanakan Dinas Luar)

Kegiatan 5

Pada tahapan kegiatan 1 konsultasi dengan Atasan (Kapus PUU) dan para 

Korbid Perancang UU mundur 1 (satu) minggu dari yang direncanakan dalam 

timeline, hal ini karena pada waktu yang tertera dalam timeline Kapus PUU 

(Dr. Inosentius Samsul S.H., M.Hum) sedang melaksanakan Dinas Luar).

Pada tahapan kegiatan 2, penyerahan daftar NA dan RUU yang dapat 

memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu 

referensi kepada Kapus Panlak UU mundur 1 (satu) minggu dari yang 

direncanakan dalam timeline, hal ini karena pada waktu yang tertera dalam 

timeline Kapus Panlak UU (Rudi Rochmansyah, S.H., M.H) sedang 

melaksanakan Dinas Luar).

Pada tahapan kegiatan 3, koordinasi dengan Korbid untuk raengetahui

daftar nama Tim Penyusun NA dan sudah dilakukan pada Kegiatan 1
8



(tahapan kegiatan 1), oleh karena itu untuk menambah data pada tahapan 

kegiatan ini ditambah kegiatan meminta SK Tim Penyusun NA dan RUU 

kepada Kasubbag TU Pusat PUU.

Pada Tahapan Kegiatan 4, penyerahan daftar NA dan RUU yang dapat 
memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu 

referensi kepada Tim Penyusun NA dan RUU maju 1 (satu) minggu dari yang 

direncanakan dalam timeline, hal ini karena pada waktu yang tertera dalam 

timeline Tim Penyusun NA dan RUU Perubahan UU Penanggulangn Bencana 

sedang melaksanakan Dinas Luar).



B. Capaian Pelaksanaan Aktualisasi 

1. Kegiatan 1

Melakukan inventarisasi NA dan RUU yang sedang dan akan disusun oleh 

Pusat PUU.

a) Tahapan Kegiatan 1

Melakukan konsultasi dengan Atasan [Kapus PUU) dan para Korbid 

Perancang UU terkait dengan NA dan RUU yang sedang dan akan disusun 

dalam periode 1 tahun.

Konsultasi dengan Kapus PUU (Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H.) 

dilakukan pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018. Kegiatan ini dihadiri 

juga Para Korbid Perancang UU serta Mentor Aktualisasi (Mardisontori, 
S.Ag., LL.M., Akhmad Aulawi, S.H., M.H., Najib Ibrahim, S.Ag., M.H., 

Chairul Umam, S.H., M.H., d£in Zaqiu Rahman, S.H., M.H.). Konsultasi 

ini membahas mengenai rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan 

pada masa habituasi (Lampiran la).

Konsultasi dengan Kapus PUU (28/05/2018)

Adapun masukan dari Kapus PUU pada saat konsultasi yaitu;

1. Pelaksanaan kegiatain aktualisasi hams dikeijakan secara objektif 

dan dalam rangka untuk pengembangan pribadi dan pengembangan 

lembaga;

2. Uraikan tahapan pembentukan undang-undang dalam laporan;
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3. Tugas dan Fungsi dari masing-masing Pusat di BKD harus diuraikan 

karena tema dari Rancangan Aktualisasi berkaitan dengan Pusat lain 

(F^isat Paniak UU] tidak hanya Pusat PUU;
4. Pemanfaatan hasil output Pusat Paniak UU yaitu Hasil Kajian 

Analisis dan Evaluasi UU dalam pen3nisunan NA dapat dilakukan 

secsira individu (pelibatan Perancang UU dalam kegiatan 

pemantauan UU yang dilakukan oleh Pusat Paniak UU) maupun 

melalui institusional (melihat dokumen);
5. Pengetahuan dan sumberdaya yang ada di BKD untuk 

mengoptimalkan pen50isunan NA;
6. Cari tahu mengenai dasar hukum pelibatan pusat lain di BKD dalam 

penyusunan NA;
7. Kegiatan apapun yang ada di BKD bertujuan untuk mendukung 3 

(tiga) fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Konsultasi dengan Atasan (Kapus PUU) sudah dilakukan dengan 

memperhatikan sopan santun dan etika (Etika Publik), Masukan dan 

saran yang diberikan oleh Kapus PUU dalam konsultasi dijadikan acuan 

dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi (Akuntabilitas) agar 

pelaksanaan kegiatan aktualisasi dapat mendudukung tugas dan fungsi 
Pusat PUU dalam penyusunan NA (Komitmen Mutu). Mengetahui dan 

menguraikan tahapan pembentukan undang - undang sebagai upaya 

untuk menambah pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas 

jabatan sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan {Komitmen 

Mutu).
Menguraikan tugas dan fungsi pusat lain selain Pusat PUU bertujuan 

untuk melihat bahwa adanya keterkaitan tugas dalam pelaksanaan 

penyusunan NA (WOG) sebagai wujud dukungan keahlian fungsi legislasi 
DPR RI, dedam hal ini tugas pusat lain yang diuraikan yaitu Pusat Paniak
UU (Pelayanan Publik).

Tahapan pembentukan Undang-Undang
Dasar Hukum Pembentukan Undang-Undang deilam UUD NRl 1945 yaitu 

Pasal 1 Ayat (3), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22D.
1. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-
11



Undangan), tahapan pembentukan undang-undang mencakup tahapan 

perencanaan, pen5rasunan, pembahasan, pengesahan dan 

pengundangan.

PROSES PcIVilBEf^TUKAN UNDANG-UN

RUU
NA/Ket FMguttil

oo
J °
11 =

ViU
^ it

u a =

5 3? =i|
|| - o
i I

©

PERENCANAAN

Ik

DPD*
16 UU No 12/7011

PROLEGNAS
Pi! 104 i^at 11) TAT1B

, Jangka menengah/ 
Jv 5 tahunan

1 tahunan

PENYUSUNAN

...U

(PaMi 20ayal (2) UU 
No. t2/20t1)

PEMBAHASAN

k
PENGESAHAN

JX
PENGUNDANGAN

Undang-Undang UU No. 12/2011, 
Pst 1 angka 1

a. Tahapan perencanaan

Tahapan perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam 

program legislasi nasional (Prolegnas) yang merupakan skala 

prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka 

mewujudkan sistem hukum nasionail. Penyusunan daftar Rancangan 

Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas didasarkan atas;

1) Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;

2) Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3) Perintah Undang-Undang lainnya;
4) Sistem perencanaan pembangunan nasional;

5) Rencana pembangunan jangka panjang nasional;

6) Rencana pembangunan jangka menengah;

7) Rencana keija pemerintah dan rencana strategis DPR; dan

8) Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

9) Memperhatikan RUU yang sempat diajukan sebagai usul inisiatif 

dan/atau sudah masuk dalam tahap pembahasan pada Masa 

Keanggotaan DPR RI sebelumnya.
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Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul 

RUU, materi yang diatur dan keterkedtannya dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya. Bahwa materi yang diatur telah melalui 

pengkajian dan penyelarasan yang dituangakan dalam Naskah 

Akademik. Pen30isunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan 

Pemerintah yang ditetapksin untuk jangka menengah dan tahunan 

berdasarkan skala prioritas RUU. Penyusunan Prolegnas 

dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus 

menangani bidang legislasi yaitu Badan Legislasi (Baleg), dengan 

mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan 

/atau masyarakat. Pen30isunan prolegnas dilingkungan Pemerintah 

dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Skema Pen3nisunan Prolegnas

Konsep Prolegnas Pemerintah 
dikoordinasikan oleh KemenKumHam 

Pasal 21 ayat (4) UU 12/20! 1 Jo. PsI 6

20 Hari Kerja

Konsep Prolegnas DPR 
dikoordinasikan oleh Baleg OPR Ri 

(Pasal 21 ayat (2) UU 12/2011)
DPD

Penyusunan Prolegnas a inasikan oleh BALEG 
r

Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah ditetapkan 

dalam Rapat Paripuma DPR. Dalam Prolegnas dimuat daftar komulatif 

terbuka yang terdiri atas;

1) Pengesahan perjanjian intemasional tertentu;

2) Akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
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3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4) Pembentukan, pemekaran dam penggabungan daerah Provinsi 
dan/atau Kabupaten/Kota; dan

5) Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- 

Undang (Perppu).

Dalam hal tertentu, DPR dan Presiden dapat mengajukan RUU diluar 

Prolegnas mencakup:

1) Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau 

bencana alam; dan

2) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi 

nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh Baleg 

dan Menteri Hukum dan HAM.

b. Tahapan Penyusunan

RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden, RUU yang berasal dari 

DPR dapat berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). RUU yang 

diajukan harus disertai Naskah Akademik, kecuali terhadap RUU 

mengenai;

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2) Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang, atau

3) Pencabutan undang-undang atau pencabutan Perppu.

Terhadap RUU ini harus disertai dengan keterangan yang memuat 

pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Penyusunan Naskah 

Akademik RUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan NA 

yang tercantum dalam Lampiran I UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan.
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PENYUSUNAN RUU USUL DPR

Anggota ' '

Komisi/
Gab.

Komisi

Ttd
Anggota

Dptdldukung 
Anggota lain

Rapat Komisi/ 
Gab. Komisi--------------^

B
!=> ■flc=> USUL OPR

RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan 

komisi, atau Baleg atau DPD. Pengharmonisasian, pembulatan, dan 

pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari DPR dikoordinasikan 

oleh Baleg sedangkan yang berasal dari Presiden dikoordinasikan 

oleh Menteri Hukm dan HAM. RUU yang diajukan oleh Presiden 

disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah 

nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya. RUU dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan 

DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik.

Mekanisme Pen30isunan NA dan RUU Usui DPR

PLENO KOMISI

Pasal 116 (1)

Membentuk PANJA

Peraturan 
DPR Rl nomor 
1 Tahun 2014 
tentang Tata 
Tertib

Tidak
Mpmhpntuk

AKD Menetaokan Meniadi RUU Usui AKD

HARMONISASI DAN SINKRONI5ASI Dl BADAN
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RUU dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada 

Pesiden, yang selanjutnya Presiden menugasi menteri yang mewakili 

untuk membahas RUU bersama DPR dal am jangka waktu paling 

lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR 

diterima. RUU dari presiden diajukan dengan surat Presiden kepada 

pimpinan DPR yang memuat juga penunjukan menteri yang ditugasi 

mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU bersama 

DPR. DPR mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lama 60 

(enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.

c. Tahapan Pembahasan RUU

Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau 

menteri yang ditugasi, adapun pembahasan RUU yaing berkaitan 

dengan;

1) Otonomi daerah;

2) Hubungan pusat dan daerah;

3) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;

4) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya; dan

5) Perimbangan keuangan dengan mengikutsertakan DPD 

(dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I).

DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang 

APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan 

agama.

Pembahasan RUU dilakukan melalui 2 (dua) tingkat 
pembicaraan, yang terdiri atas;
1) Pembicaraan tingkat I

Dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Baleg, rapat 

Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus. Pembicaraan tingkat 
I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut;

a) Pengantar musyawarah;

b) Pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
c) Penyampaian pendapat mini.

Dalam pengantar musyawarah DPR memberikan penjelasan dan

Presiden menyampaikan pandangan jika RUU berasal dari DPR.
Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan
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pandangan jika RUU berasal dari Presiden. Daftar inventarisasi 

masalah diajukan oleh Presiden jika RUU berasal dari DPR atau 

DPR jika RUU berasal dari Presiden dengan membertimbangkan 

usul dari DPD. Penyampaian pendapat mini dilakukan pada akhir 

pembicaraan tingkat I oleh:

a) Fraksi;

b) DPD, jika RUU berkaitan dengan kewenangan DPD;

c) Presiden

2) Pembicaraan tingkat II

Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan 

dalam rapat paripuma dengan kegiatan:

a) Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, 

pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;

b) Pemyataan persetujuaan atau penolakan dari tiap - tiap fraksi 

dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat 
paripuna; dan

c) Penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh 

menteri yang ditugasi.

Dalam hal persetjuan tidak dapat dicapai secara musyawarah 

untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan 

suara terbanyak. RUU yang tidak mendapat persetujuan bersama 

antara DPR dan Presiden, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi 

dalam persidangan DPR masa itu.

RUU dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR 

dan Presiden, dalam hal RUU yang sedang dibahas ditarik 

kembali maka hanya dapat ditarik kembali berdasarkan 

persetujuan bersama DPR dan Presiden.

Pembahasan RUU tentang penetapan Perppu dilaksanakan 

melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU, 

pencabutan Perppu dilaksanakan melalui mekanisme khusus.

d. Tahapan Pengesahan RUU

RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden

disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan

menjadi Undang-Undang, yang penyampaiannya dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
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persetujuan bersama. RUU disahkan oleh Presiden dengan 

membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 

(tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama. 

Dalam hal RUU yang sudaih disetujui bersama tidak di tzmdatangani 

oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tehitung 

sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi 

Undang-Undang dan wajib diundangkan dengan kalimat pengesahan 

berbun5d “Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan 

ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945. Kalimat pengesahan 

tersebut harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang 

sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembar 

Negara Republik Indonesia.

Dalam setiap undang-undang harus dicantumkan batas waktu 

penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai 

pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

e. Tahapan Pengundangan

Pengundangan Undang-Undang harus diundangkein dengan 

menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara 

Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia.

Bahwa setiap tahapan pembentukan undang-undang 

mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

2. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 

sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD 

dan DPRD (UU MD3).

DPR berdasarkan Pasal 71 UU MD3 salah satunya berwenang 

membahas RUU yang diajukan Presiden atau DPR. DPR memilki tugas 

salah satunya menyusun, membahas, serta menyebarluaskan Prolegnas 

dan RUU.
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Pembentukan Undang-Undang

DPR memegang kekuasaan membentuk undang - undang, 

pembentukan undang-undang dilaksanakan sesuai dengan UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kecuali yang ditentukan 

lain oleh UU MD3.

Usui RUU dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, 

atau Baleg. Usui RUU disampaikan secara tertulis oleh anggota DPR, 

pimpinan komisi, atau pimpinan Baleg kepada pimpinan DPR disertai 

daftar nama dan tanda tangan pengusul. RUU yang telah disiapkan oleh 

DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. RUU 

yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada 

pimpinan DPR. RUU yang berasal dari Presiden berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat 

dan daerah diajukan kepada DPR dan pimpinan DPR menyampaikannya 

kepada pimpinan DPD. RUU yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD 

disertai dengan Naskah Akademik, kecuali RUU mengenai:
a. APBN;

b. Penetapan Perppu; atau

c. Pencabutan UU atau pencabutan Perppu.

DPR memutuskan usul RUU dalam rapat paripuma berupa:
a. Persetujuan;

b. Persetujuan dengan pengubahan; atau

c. Penolakan.

Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPR menugasi komisi, 
Baleg, atau panitia khusus untuk menyempumakan RUU

Pembahasan RUU oleh komisi, gabungan komisi, panitia khusus 

atau Baleg diselesaikan dalam 3 (tiga) kali masa sideing dan dapat 

diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripuma DPR.

Tindak lanjut pembahasan RUU yang berasal dari DPR, Presiden 

atau DPD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitut Tingkat 

I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Baleg, rapat Badan 

Anggaran atau rapat panitia khusus dan tingkat II dalam Paripuma 

DPR. Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut; 
a. Pengantar mu sy a war ah
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b. Pembahasan daftar inventarisasi masalcih
c. Penyampaian pendapat mini

Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan oleh DPR 

dan Pemerintah dalam rapat paripuma DPR dengan kegiatan:

a. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, 

pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;

b. Pemyataan persetujuaan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan 

anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat 
paripuma; dan

c. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang 

ditugasi.

Dalam hal RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPR 

dan Presiden, RUU tersebut tdak boleh diajukan lagi dalam persidangan 

DPR masa itu.

3. Berdasarkan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 

(Tata Tertib DPR)

Dalam Tata Tertib DPR ini hanya menjabarkan apa yang sudah diatur 

dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan 

UU MD3. Tata Cara Pembentukan Undang-Undang diatur dalam Bab VI, 
Pasal 103 - Pasal 152)

RUU yang berasal dari DPR dapat diajukan oleh Anggota (satu anggota 

atau lebih), komisi, atau gabungan komisi dan Baleg sebagai usul 

inisiatif. Dalam penyusunan RUU, Anggota, komisi atau gabungan 

komisi dapat meminta masukan dari masyarakat sebagai bah an bagi 
panitia kerja untuk menyempumakan konsepsi RUU.

Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU 

dilakukan oleh Baleg yang meliputi aspek teknis, substansi, dan asas - 

asas pembentukan peraturan perundang - undangan. 

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hard masa 

sidang sejak RUU diterima oleh Baleg. RUU yang telah dilakukan 

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, diajukan 

oleh pengusul kepada Pimpinan DPR dengan dilengkapi keterangan 

pengusul dan/atau naskah akademik untuk selanjutnya disampaikan 

dalam rapat paripuma DPR.
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RUU yang diajukan oleh Anggota (satu anggota atau lebih), komisi, 

atau gabungan komisi dan Baleg diputuskan menjadi RUU dari DPR 

dalam rapat paripurna DPR setelah terlebih dahulu Fraksi memberikan 

pendapatnya. Keputusan tersebut dapat berupa;

a. Persetujuan tanpa perubahan;

b. Persetujuan dengan perubahan; atau

c. Penolakan.

Dalam hal keputusan rapat paripurna DPR tidak tegas menyatakan 

persetujuan dengan perubahan, RUU dianggap disetujui tanpa 

perubahan dan langsung disampaikan kepada Presiden. RUU 

disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan 

agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden untuk 

melakukan pembahasan RUU bersama DPR. Untuk penyempumaan 

RUU tersebut Badan Musyawarah (Bamus) menugaskan kepada komisi, 

gabungan komisi, Baleg, atau panitia khusus dan dilakukan dengan 

memperhatikan pendapat Fraksi yang disampaikan dalam rapat 

paripurna DPR. Selain itu, penugasan juga didasarkan atas 

pertimbangan usul RUU dan materi muatan RUU dengan ruang lingkup 

komisi. Dalam hal materi muatan RUU termasuk dalam ruang lingkup 

satu komisi, penyempumaan ditugaskan kepada komisi tersebut, 

apabila materi muatan termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua) komisi, 

penyempumaan ditugaskan kepada gabungan komisi dan apabila lebih 

dari 2 (dua) komisi, penyempumaan ditugaskan kepada Baleg atau 

panitia khusus.

Penyempumaan RUU yang dilakukan oleh Komisi, gabungan Komisi,

Baleg, atau panitia khusus melakukan penyempumaan RUU dalam

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari masa sidang, dan dapat

diperpanjang oleh Bamus berdasarkan permintaan tertulis pimpinan

komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Baleg, atau pimpinan

panitia khusus. Perpanjangan jangka waktu yaitu 20 (dua puluh) hari

masa sidang. Apabila setelah waktu perpanjangan RUU belum selesai,

RUU hasil keputusan rapat paripurna DPR dianggap telah

disempuraakan dan selanjutya dikirimkan kepada Presiden. Komisi,

gabungan komisi, Baleg atau panitia khusus menyampaikan RUU hasil
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penyempumaan dengan surat kepada pimpinan DPR, yang selanjutnya 

pimpinan DPR menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden dengan 

permintaan Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili dalam 

melakukan perabahasan RUU. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) 

hari Presiden belum menunjuk menteri untuk membahas RUU bersama 

DPR, pimpinan DPR melaporkan dalaim rapat paripuma DPR untuk 

menentukan tindak lanjut.

Pembahasan RUU dilakukan berdasarkan tingkat pembicaraan. Ada 

2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu;

a. Tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Baleg, 

rapat Badan Anggaran (membahas RUU tentang APBN) atau rapat 

panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili Presiden. 

Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat keija, rapat panitia 

keija, rapat tim perumus/tim kecil dan/atau rapat tim sinkronisasi. 

Pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan tingkat I dilakukan 

dengan acara:

1) pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, 

panitia khusus, atau Badan Anggaran;
2) laporan panita kerja;

3) pembacaan naskah rancangan undang-undang;

4) pendapat eikhir mini sebagai sikap akhir Fraksi, Presiden, dan 

DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan 

kewenangan DPD;

5) penandatanganan naskah rancangan undang-undang; dan

6) pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan 

Tingkat II.
b. Tingkat II dalam Paripuma DPR.

Hasil pembicaraan tingkat I atas pembahasan RUU yang dilakukan 

oleh komisi, gabungan komisi, Baleg, panitia khusus, atau Badan 

Anggaran dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan 

pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam 

rapat paripuma DPR yang didahului oleh:

1) penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, 

pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
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2) pemyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan 

anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna 

DPR; dan

3) pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang 

mewakilinya.

Komisi, gabungan komisi, Baleg, panitia khusus atau Badan Anggaran 

membahas RUU berdasarkan penugasan Badan Musyawarah. 

Penugasan tersebut diputuskan setelah mempertimbangkan:

1) Pengusul RUU

2) Penugasan penyempumaan RUU;

3) Keterkaitan mated muatan RUU dengan ruang lingkup tugas komisi; 

dan

4) Jumlah RUU yang ditangani oleh komisi atau Baleg.

RUU yang mated muatannya termasuk dal am ruang lingkup 1 (satu) 

komisi, penugasan, pembahasannya diserahkan kepada komisi 

tersebut, apabila mated muatan termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua) 

komisi, pembahasan ditugaskan kepada gabungan komisi dan apabila 

lebih dari 2 (dua) komisi, pembahasan ditugaskan kepada Baleg atau 

panitia khusus. Pembahasan RUU ditugaskan Baleg atau panitia 

khusus dengan ketentuan yaitu jumlah rancangan undang-undang yang 

ditangani komisi telah melebihi jumlah maksimal, komisi sedang 

menangani rancangan undang-undang yang mengandung mated 

muatan yang kompleks dan memerlukan waktu pembahasan yang lama, 

atau sebagian besar anggota komisi menjadi anggota pada beberapa 

panitia khusus.

Dalam pembahasan RUU komisi, gabungan komisi, Baleg, Badan 

Anggaran, dan panitia khusus dibantu oleh Badan Keahlian DPR.

Berdasairkan Pasal 184 ayat (4) Peraturan Tata Tertib DPR, dalaim 

mempersiapkan RUU, Anggota DPR dapat meminta dukungan dari 

Badan Keahlian DPR. Pusat di Badan Keahlian yang melaksanakan 

dukungan perancangan undang - undang yaitu Pusat Perancancangan 

Undang-Undang (Pusat PUU).
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Tugas Pusat Perancangan UU dalazn melakukan Penyiapan NA 

dan Penyusunan RUU

I^usat PUU berdasarkan Peraturan Pimpinan DPR RI No. 1 Tahun 2015 

tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian Badan Keahlian 

melaksanakan dukungan keahlian salah satunya yaitu melakukan 

penyiapan NA dan Penyusunan RUU. Penyiapan NA dan pen30isunan RUU 

dilakukan atas permintaan Alat Kelengkapan DPR atau anggota DPR. 

Penyiapan NA dan penyusunan mengacu kepada:

a. Daftar Prolegnas lima tahunan dan daftar Prolegnas prioritas 

tahunan; dan

b. Ketentuan teknis yang diatur dalam lampiran undang-undang 

mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyiapan NA dan pen}nasunan RUU, pusat PUU membentuk 

tim yang terdiri dari Perancang UU, peneliti, Analis APBN, analis hukum, 

analis kebijakan, tenaga Ahli Alat kelengkapan DPR, pakar. Pusat PUU 

dalam melakukan penyiapan NA dan pen5aisunan RUU melakukan kajian, 

telaah, pengumpulan, bahan, data, dan informasi, seminar, 

workshop/lokakarya, focus group discussion, serta konsultasi publik untuk 

mendapatkan masukan dari kementerian/lembaga, akademisi, serta 

masyarakat. Konsep NA dan RUU yang telah disusun disampaikan kepada 

Alat Kelengkapan DPR atau Anggota DPR yang mengajukan permintaan 

untuk mendapat masukan dan tanggapan yang selanjutnya 

disempumakan berdasarkan masukan dan tanggapan tersebut. Pusat PUU 

menyampaikan NA dan RUU yang telah disempumakan kepada Kepala 

Badan Keahlian untuk diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPR atau 

Anggota DPR yang bersangkutan.

Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Panlak UU dalam melakukan 

Pemantauan Pelaksanaan UU

Pusat Panlak UU adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi Badan Keahlian DPR yang mempunyai tugas untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan wewenang tugas DPR RI di bidang pengawasan 

dan pemantauan pelaksanaan UU dan dukungan penanganan perkara 

pengujian UU di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Peraturan Pimpinan 

DPR RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian
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Badan Keahlian dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang 

meliputi:

a. Pemantauan pelaksanaan undang-undang;

b. Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang;

c. Penanganan perkara pengujian UU terhadap UUD NRI 1945; dan

d. Pendampingan tim kuasa DPR dalam persidangan di Mahkamah 

Konstitusi.

Dukungan pemantauan pelaksanaan UU sebagaimana huruf a dan b dapat 

dilakukan atas permintaan atau tanpa permintaan alat kelengkapan DPR.

Dalam rangka pemantauan pelaksanaan UU, Pusat Panlak UU 

melakukam inventarisasi terhadap UU yang akan dilakukan pemantauan. 

Hasil inventarisasi disampaikan kepada Kepala Badan Keahlian untuk 

diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPR terkait untuk mendapatkan 

rekomendasi dan tindak lanjut. Selanjutnya berdasarkan rekomendasi dan 

tindak lanjut tersebut Pusat Panlak UU melakukan pemantauan 

pelaksanaan UU dan membentuk tim yang terdiri dari Perancang UU, 

peneliti, analis APBN, analis hukum, analis kebijakan, tenaga ahli Alat 

Kelengkapan DPR dan pakar. Dalam rangka pemantauan pelaksanaan UU, 

Pusat Panlak UU melakukan kajian, telaah, pengumpulan, bahan, data, 

dan informasi, seminar, workshop/lokakarya,/ocus group discussion, serta 

konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari 

kementerian/lembaga, akademisi, serta masyarakat. Hasil pemantauan 

pelaksanaan UU disampaikan oleh Kepala Pusat Panlak kepada kepala 

Badan Keahlian untuk diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPR yang 

berkaitan.

Keterkaitan antara Tugas Pokok Fungsi Pusat PUU dengan Pusat 

Panlak UU

Pusat PUU dalam melaksanakan Penyiapan NA dan penyusunan RUU 

dilakukan dengan mengacu pada Standart Operating Procedure (SOP) No. 

PU/4_56/SETJENDPR RI/8/2016 (Lampiran lb).
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Dal am kegiatan 4 huruf a pen3aisunan NA dan RUU yaitu melakukan 

pengumpulan bah an kepustakaan dan melakukan kajian dan telahaan 

bahan kepustakaan terkait dengan urgensi RUU. Bahwa dal am melakukan 

pengumpulan bahan kepustakaan tersebut, tim penyusun NA dan RUU 

dapat memanfaatkan data hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang 

yang sudah dilakukan oleh Pusat Panlak UU yaitu Hasil Kajian Analisis dan 

Evaluasi UU sebagai salah bahan pustaka untuk membuat kajian dan 

telahaan terkait urgensi RUU yang akan disusun.
Keterkaitan antara Pusat PUU dan Pusat Panlak UU yaitu bahwa dalam 

melaksanakan tugas PUU untuk pen5dapan NA dan RUU dapat 
memanfaatkan output hasil pemantauan pelaksanaan UU yang merupakan 

tugas Pusat Panlak sebagai salah satu referensi kepustakaan. Adanya 

keterkaitan antara kedua pusat ini merupakan salah satu bentuk 

dukungan fungsi DPR di bidang legislasi.

- Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dengan para Korbid 

Perancang UU (Bidang Polhukham, Ekuinbang dan Kesra) terkait 
dengan daftar NA dan RUU yang disusun pada tahun 2018.
1. Koordinasi dengan Korbid Perancang Ekuinbang (Ekonomi, 

Keuangan, Industri dan Pembangunan) yaitu Akhmad Aulawi, S.H., 
M.H yang dilakukan pada Senin, 28 Mei 2018 (Lampiran Ic).
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V

Berkomunikasi dengan Korbid Ekuinbang (28/05/2018)

2. Koordinasi dengan Korbid Perancang Polhukham (Politik, Hukum 

dan Hak Asasi Manusia) yaitu Mardisontori, S.Ag.( LL.M yang 

dilakukan pada Rabu, 30 Mei 2018 (Lampiran Id).

Berkomunikasi dengan Korbid Polhukham (30/05/2018)
3. Koordinasi dengan Korbid Perancang Kesra (Kesejahteraan Rakyat) 

yaitu Najib Ibrahim, S.Ag., M.H yang dilakukan pada Kamis, 31 Mei 
2018 (Lampiran le).
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Berkomunikasi dengan Korbid Kesra (31/05/2018)

Dalam melakukan koordinasi dengan para Korbid Perancang UU sudah 

dilakukan dengan memperhatikan sopan santun dan etika (Etika Publik). 

Data dan informasi yang diterima dari para Korbid mengenai NA dan RUU 

yang sedang disusun masing-masing bidang serta nama Ketua Tim 

Penyusunnya sudah direkap dan disusun dengan rapi dan teliti (Komitmen 

Mutu).

b) Tahapan Kegiatan 2

Membuat Draft Daftar NA dan RUU yang sedang dan akan disusun,

Data dan informasi yang diperoleh dari koordinasi dengan para Korbid 

Perancang UU terkait dengan NA dan RUU yang sedang disusun 

selanjutnya dibuat dafteir NA dan RUU yang sedang disusun Pusat PUU 

tahun 2018. Kegiatan penyusunan ini dilakukan pada hari Senin, 4 Juni 
2018.
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Draft daftar Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Dalam melakukan penyusunan daftar tersebut NA dan RUU yang disusun 

pada tahun 2018 oleh Pusat PUU sudah sesuai dengan data dan informasi 

yang diperoleh dari basil koordinasi {Akuntabilitas}. Penyusunan daftar 

ini sudah dilakukan dengan teliti (Komitmen Mutu). 
c) Tahapan Kegiatan 3

Finalisasi Daftar NA dan RUU yang sedang dan akan disusun.

Finalisasi daftar NA dan RUU yang disusun oleh Pusat PUU tahun 2018 

dilakukan dengan mencetak draft yang sudah di buat dalam Ms. Word. 

Pencetakan ini dilakukan pada Kamis, 7 Juni 2018. Daftar NA dan RUU 

yang disusun oleh Pusat PUU tahun 2018 merupakan output kegiatan 1 
(Lampiran If).
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Print out daftar NA dan RUU yang sedang disusun tahun 2018

Pencetakan draft NA dan RUU yang sedang disusun oleh Pusat PUU tahun 

2018 dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan data yang diperoleh
(Komitmen Mutu dan Akuntabilitas).

Manfaat adanya kegiatan ini adalah untuk menambah pengetahuan dari 

Peserta terkait dengan kegiatan penyusunan NA dan RUU yang disusun tiap 

bidang perancangan undang - undang di Pusat PUU. Informasi mengenai NA 

dan RUU yang disusun oleh Pusat PUU berkaitan dengan pelaksanaan tugas 

dan fungsi Pusat PUU dalam menjdapkan penyusunan NA dan RUU untuk 

mendukung fungsi DPR dibidang legislasi.

Apabila dalam melaksanakan konsultasi dengan Kapus PUU dan 

koordinasi dengan para Korbid Perancang UU tidak memperhatikan nilai-nilai 

etika dan sopan santun maka akan membuat tidak nyaman dan tidak 

menunjukan tata cara berkomunikasi yang baik dengan pihak yang memilild 

jabatan yang lebih tinggi (atasan). Dalam menyusun daftar NA dein RUU yang 

sedang disusun dengan tidak teliti dan tidak sesuai dengan data dan 

informasi yang sudah diterima maka daftar NA dan RUU tersebut tidak dapat 

dipertanggung jawabkan sebaga suatu kegiatan yang valid.

Hambatan dan tantangan yang dirasakan pada pelaksanaan kegiatan ini 
yaitu dalam mencari informasi terkait dengan proses pembentukan undang- 

undang di DPR karena harus melihat beberapa peraturan yaitu UU tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU MD3 dan Tata Tertib DPR.

2. Kegiatan 2

Melakukan inventarisasi Kajian Hasil Analisis dan Evaluasi UU yang sudah 

dilakukan oleh Pusat Panlak UU. 

a) Tahapan Kegiatan 1

Koordinasi dengan atasan (Kapus PUU) untuk meminta izin dalam 

melakukan kunjungan dan iventarisasi data di Pusat Panlak UU.

Koordinasi dengan Kapus PUU terkait dengan izin untuk melakukan 

diskusi dan meminta data serta informasi di Pusat Panlak UU sudah 

dlilakukan bersamaan dengan konsultasi awal pada Benin, 28 Mei 2018 

(kegiatan 1, tahap kegiatan 1). Selanjutnya berdasarkan izin tersebut maka
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arahan dan Kapus PUU adalah berkoordinasi dengan pihak tata usaha 

untuk dibuatkan nota dinas.

Konsultasi dan permohonan izin kepada Kapus PUU (28/05/2018) 

b) Tahapan Kegiatan 2

Meminta surat Diposisi kepada Kepala Subbagian TU Pusat PUU (Kasubag 

TU).

Berdasarkan arahan yang sudah diberikan oleh Kapus PUU terkait dengan 

izin untuk melakukan diskusi dan memperoleh data serta informasi terkait 
dengan daftar hasil kajian analisis dan evaluasi UU Pusat Panlak UU, 
selanjutnya kegiatan yang dilakukan adalah meminta nota dinas kepada 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Pusat PUU yaitu Ibu Sagung 

Agung Putu S.Y., S.H., M.H. pada Jumat, 22 Juni 2018. Nota dinas yang 

sudah ditanda tangani oleh Kapus Pusat PUU pada Senin, 25 Juni 2018 

(Lampiran 2a).
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Permohonan pembuatan Nota dinas (25/06/2018)

Dalam melakukan komunikasi dengan Kasubbag TU Pusat PUU harus 

menyampaikan maksud dan tujuan melakukan diskusi dan pencarian data 

di Pusat Panlak, agar nota dinas yang dibuat dapat sesuai tujuan dan 

arahan yang sudah diberikan Kapus (Akuntabilitas). Adanya nota dinas 

ini merupakan suatu bentuk tertib adminsistratif (Pelayanan Publikj 

dalam pelaksanaan koordinasi antar Pusat di Badan Keahlian DPR (WOG).

c) Tahapan Kegiatan 3

Melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Kapus Panlak UU untuk 

menginventarisasi Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sudah 

dilakukan Pusat Panlak.

Pada Selasa, 26 Juni 2018 bertemu dengan Kapus Pusat Panlak UU 

(Bapak Rudi Rochmansyah, S.H., M.H) untuk koordinasi awal dan 

menanyakan terkait dengan waktu pelaksanaan kegiatan diskusi dan 

pengumpulan data serta informasi mengenai hasil kajian analisis dan 

evaluasi yang sudah dilaksanakan Pusat Panlak UU.
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Koordinasi awal dengan Kapus Panlak UU (26/06/2018)

Berdasarkan hasil koordinasi awal maka pelaksanaan diskusi dan 

pengumpulan data serta infomasi di Pusat Panlak UU dilakukan pada 

Jumat, 29 Juni 2018.

Sebelum melaksanakan diskusi dengan Kapus PUU beserta jajaran, saya 

melakukan koordinasi dengan Kasubbag TU Pusat Panlak UU Ibu Dahliya 

Bahnan S.H., M.H. dan mem follow up Nota Dinas yang dikirimkan dari TU 

Pusat PUU kepada TU Pusat Panlak UU. Koordinasi ini dilakukan pada 

Jumat, 29 Mei 2018.

Berkomunikasi dengan Kasubbag TU Pusat Panlak UU (29/06/2018)

Diskusi dengan Kapus Pusat Panlak UU beserta jajaran dihadiri oleh Kapus 

Pusat Panlak UU, Koordinator bidang Pemantauan UU Poedji Purwanti, 

S.H, dan para Analis Hukum Reza Azhari, S.H., LL.M. dan Ira Chandra 

Puspita, S.H., M.H (Lampiran 2b).
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Diskusi dengan Pusat Panlak UU (29/06/2018)

Diskusi ini didahului dengan menjelaskan maksud dan tujuan melakukan 

diskusi dengan Pusat Panlak UU dan penjelasan mengenai rancangan 

aktualisasi. Adapun pembahasan dalam diskusi ini terkait dengan:

1. Kegiatan NA dan RUU yang kegiatan penyusunan NA dan RUU yang 

kurang memanfaatkan hasil kajian analisis dan evaluasi UU Pusat 

Panlak UU sebagai salah satu referensi.

2. Inventarisasi daftar kajian analisis dan evaluasi UU yang telah 

dilakukan oleh Puspanlak UU.

Bahwa dalam diskusi ini Kapus Pusat Panlak UU didasarkan pada 

pertanyaan yang diajukan (Lampiran 2c).
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Daftar pertanyaan yang diajukan dalam diskusi dengan Pusat Panlak UU
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Hasil diskusi tersebut yaitu dal am pemilihan undang-undang yang akan 

dipantau, Pusat Panlak UU memperhatikan prolegnas long list, putusan 

dari pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan 

masyarakat. Mengenai penyebaran hasil penyebaran Hasil Kajian Analisis 

dan Evaluasi UU, Pusat memiliki SOP tersendiri (Lampiran 2d). Bahwa 

dal am SOP pelaksanaan pemantauan pelaksanaan undang-undang, kaitan 

dengan pusat lain di Badan Keahlian yaitu dalam hal penyebaran Hasil 

Kajian Analisis dan Evaluasi UU, dimana salah satu tahapan dalam 

pelaksanaan pemantauan tersebut adalah memberikan hasil kegiatan ke 

Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pusat-pusat di Badan Keahlian dan 

Sekretariat Jenderal (tingkat Eselon II). Pendapat Kapus Pusat Panlak 

terkait dengan cara pemanfataan hasil output antar pusat di Badan 

Keahlian yaitu hams ada keaktifan dalam mencari informasi hasil 

beberapa output pusat-pusat di Badan Keahlian dengan mengakses 

website masing-masing pusat.

Bahwa masukan dari Kapus Panlak UU untuk meningkatkan pemanfaatan 

output Pusat Panlak UU adalah dengan memasukkan tahap evaluasi dalam 

siklus pembentukan undang-undang dan ini perlu ada pembahan UU No. 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-Undangan. 
Output Puspanlak yang bempa Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang- 

Undang dan Hasil Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK ditujukan untuk 

mendukung fungsi pengawasan dan perancangan Undang-Undang. 

Beberapa output Pusat Panlak UU yang sudah digunakan dalam 

perancangan UU yaitu hasil pemantauan UU Kehutanan, UU 

Penanggulangan Bencana dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan hasil diskusi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

Penyebaran Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU hanya sampai tingkat
eselon II dikarenakan keterbatasan jumlah anggaran untuk pencetakan

tersebut, jadi tidak memungkinkan untuk memberikan kepada orang-

perorang di Sekjen dan BKD. Penyampaian yang hanya sampai tingkatan

eselon II ini membuat tidak semua pihak contohnya para Perancang UU

mengetahui adanya pemantauan pelaksanaan suatu undang-undang oleh

Pusat Panlak dan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sudah dibuat
Pusat Panlak. Adapun usaha yang dilakukan Pusat Panlak untuk

mempublikasikan hasi output tersebut yaitu dengan mengupload di
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website Pusat Panlak UU dan melibatkan beberapa perancang dan peneliti 

dalam tim pemantauan undang-undang.

Dalam melakukan koordinasi dengan Kapus dan Kasubbag TU Panlak UU 

terkait pelaksanaan diskusi dengan Pusat Panlak UU dilakukan dengan 

raemperhatikan nilai-nilai sopan santun dan etika (Etika Publik]. diskusi 

yang dilakukan juga hams tetap memperhatikan maksud dan tujuan yang 

sudah disampaikan dalam Nota Dinas (Akuntabilitcis}, Bahwa dalam 

menjelaskan maksud dan tujuan adanya diskusi dan inventarisasi daftar 

Hasil Kajian Analisis dan Evalusasi kepada Kapus Pusat Panlak UU juga 

dijelaskan bahwa inventarisasi tersebut dilakukan dalam rangka sinergitas 

dukungan pelaksanaan fungsi legislasi DPR antara Pusat PUU dengan 

Pusat Panlak UU (WOG).

d) Tahapan Kegiatan 4

Membuat Draft Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dibuat 
oleh Pusat Panlak UU

Berdasarkan hasil diskusi dengan Pusat Pamlak UU, data dan informasi 

yang didapatkan terkait dengan daftar undang-undang yang sudah 

dilakukan pemantauan oleh Pusat Panlak UU selanjutnya diinventarisasi 

dan disusun daftar undang-undang yang sudah dilakukan pemantauan. 
Pen30isunan ini dilakukan pada Senin, 9 Juli 2018.

Penyusunan Draft Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang
(9/07/2018)
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Draft Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang

Pembuatan daftar hasil inventarisasi Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi 

UU harus sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Pusat Panlak UU, 

adanya kesesuaian antara informasi yang diterima dan hasil laporan yang 

dibuat, bertujuan agar daftar tersebut dapat dipertanggung jawabkain
(Akuntahilitas).

e) Tahapan Kegiatan 5

Finalisasi Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dibuat oleh 

Pusat Panlak UU.

Finalisasi dilakukan dengan mencetak draft Daftar Hasil Kajian Analisis 

dan Evaluasi UU. Pencetakan ini dilakukan pada Kamis, 12 Juli 2018. 

Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang disusun oleh Pusat 

Panlak UU merupakan output kegiatan 2 (Lampiran 2e).

Mencetak Draft Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU (12/07/2018)
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Print out Daftar Hasil Kajian Analisis dan Bvaluasi UU

Finalisasi Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sudah dilakukan 

dengan teliti dan sesuai dengan data yang diperoleh (Komitmen Mutu dan 

Akuntabilitas).

Manfaat adanya kegiatan ini adalah mengetahui SOP pelaksanaan 

pemantauan undang-undang oleh Pusat Panlak UU dan mekanisme 

pemilihan undang-undang yang akan dilakukan pemantauan, mengetahui 

peran Pusat Panlak UU dalam dukungan pelaksanaan fungsi DPR di bidang 

legislasi dan pengawasan. Bahwa dengan mengetahui adanya daftar 

undang-undang yang telah dilakukan pemantauan oleh Pusat Panlak UU 

dapat menjadi informasi untuk para perancang undang-undang di Pusat 

PUU untuk dapat memanfaatkan hasil kajian dari pemantauan tersebut 
sebagai sal ah satu tambahan data dalam pelaksanaan pen50isunan NA dan 

RUU. Adanya kegiatan ini juga bermanfaat sebagai salah satu bentuk 

sinergitas pelaksanaan dukungan keahlian untuk AKD dan Anggota DPR 

RI, karena hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pusat Panlak UU dapat 

menjadi salah satu tambahan data dalam pelaksanaan pen3oisunan NA dan 

RUU oleh Pusat PUU. Selain itu manfaat lain dari kegiatan ini adalah 

memperkuat koordinasi antara Pusat PUU dan Pusat Panlak UU sebagai 
elemen penting di BKD dalam melaksanakan dukungan keahlian bagi DPR.
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Apabila dalam melaksanakan diskusi dan inventarisasi di Pusat Panlak 

UU tidak sesuai dengan arahan dan izin yang sudah diberikan oleh Kapus 

PUU melalui Nota Dinas hal ni raenunjukan bahwa pelaksanaan kegiatein 

yang dilakukan peserta telah melanggar arahan yang telah disepakati 

antara peserta dan Kapus selaku atasan. Pelaksanaan diskusi dan 

koordinasi dengan pihak Pusat Panlak UU baik Kapus maupun Kasubbag 

TU Pusat Panlak UU tidak memperhatikan nilai-nilai etika dan sopan 

santun maka akan membuat tidak nyaman dan tidak menunjukan tata 

cara berkomunikasi yang baik dengan pihak yang memilild jabatan yang 

lebih tinggi (atasan). Dalam menyusun daftar Hasil Kajian Analisis dan 

Evaluasi UU yang sudah disusun dengan tidak teliti dan tidak sesuai 

dengan data dan informasi yang sudah diterima maka daftar Hasil Kajian 

Analisis dan Evaluasi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan sebaga 

suatu output kegiatan yang valid.

Hambatan pelaksanaan kegiataan ini yaitu karena kegiatan ini 

menyangkut pihak eksternal dari Pusat PUU yaitu Pusat Panlak UU maka 

pelaksanaan kegiatan hams menyesuaikan dengan jadwal Pusat Panlak UU 

sehingga pelaksanaan kegiatan maju 1 (satu) minggu dari jadwal yang 

direncanakan. Tantangan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu 

mempelajan mekanisme keija di Pusat Panlak UU yang mempunyai SOP 

tersendiri dalam pelaksanaan dukungan keahlian di bidang pengawasan.

3. Kegiatan 3

Melakukan sinkronisasi NA dan RUU yang akan disusun dengan Hasil Kajian
Analisis dan Evaluasi UU yang telah dilakukan oleh Pusat Panlak.

1) Tahapan Kegiatan 1

Melakukan sinkronisasi NA dan RUU yang akan disusun dengan Hasil 

Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang telah dilakukan oleh Pusat Panlak 

UU.

Setelah menginventarisasi NA dan RUU yang sedang disusun tahun 2018 

oleh Pusat PUU dan menginventarisasi Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi 

UU yang telah dilakukan oleh Pusat PUU, selanjutnya adalah melakukan 

sinkronisasi. Sinkronisasi dilakukan terhadap output Kegiatan 1 dan
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output kegiatan 2. Pelaksanaan sinkronisasi dimulai pada Rabu, 18 Juli 
2018.

Sinkronisasi terhadap output kegiatan 1 dan output kegiatan (18/07/2018)

u ATW [i

Hasil sinkronisasi antara output kegiatan 1 dan output kegiatan 2

Sinkronisasi antara output kegiatan 1 dan output kegiatan 2 dilakukan 

dengan teliti (Komitmen Mutu). Penyusunan hasil sinkronisasi juga 

berdasarkan data dan informasi yang diterima (Akuntabilitas). Adanya 

keterkaitan yang erat antara output kegiatan 1 yang merupakan produk 

Pusat PUU dan output kegiatan 2 yang merupakan produk Pusat Panlak 

UU mencerminkan bahwa dukungan keahlian yang diberikan oleh suatu 

pusat kepada dewan juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan 

dukungan pelaksanaan tugas pusat lain (WOG). Adanya sinkronisasi ini 

dapat menjadi informasi yang akan meningkatkan dan memudahkan
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penyusunan NA dan RUU agar lebih efektif dan efisien (Komitmen Mutu 

dan Pelayanan Publik).

2) Tahapan Kegiatan 2

Membuat Draft Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai 

dengan NA dan RUU yang sedang atau akan disusun.

Kegiatan selanjutnya yaitu menelusuri keterkaitan RUU yang sedang 

disusun dengan beberapa materi dalam undang-undang (dilihat dalam 

BAB III draft Naskah Akademik). Kegiatan ini dilakukan pada Kamis, 2 

Agustus 2018 yang dilakukan dengan melihat draft Naskah Akademik yang 

sudah di upload dalam website Pusat PUU 

http://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/index-na.
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Hasil penelusuran Bab III Naskah Akademik
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Setelah mengetahui undang-undang yang berkaitan dengan NA dan RUU 

yang sedang disusun, maka selanjutnya adalah raelakukan penelusuran 

terhadap daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU [output kegiatan 2) 

untuk mengetahui apakah ada Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang 

sudah dibuat Pusat Panlak UU dapat dimanfaatkan untuk penyusunan 

Bab III Naskah Akademik mengenai evaluasi dan anedisis peraturan 

perundang-undangan terkait. Bahwa dari hasil penelusuran tersebut, ada 

beberapa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang memiliki keterkaitan 

dengan NA dan RUU yang sedang disusun. Hasil penelusuran tersebut 

selanjutnya dibuat Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang 

sesuai dengan NA dan RUU yang sedang disusun (Lampiran 3a). 
Penyusunan dra/t matriks tersebut dilakukan pada Senin, 7 Agustus 2018.
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Draft Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU yang
sedang atau akan disusun

Bahwa tahapan kegiatan 2 ini lebih rinci dibandingkan tahapan kegiatan 

1, hal ini karena penelusuran adanya keterkaitan antara NA dan RUU yang 

sedang disusun dengan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU, tidak hanya 

dilihat dari yang memang memiliki keterkaitan secara langsung yaitu NA 

dan RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana tetapi juga yang dapat 

menjadi tambahan referensi kepustakaan dalam pen3msunan Bab III 

Naskah Akademik.

Dalam melakukan penelusuran data tersebut sudah dilakukan dengan 

teliti dan rapi (Komitmen Mutu) serta penulusuran ini dalam rangka
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menambah informasi untuk penyusunan NA dan RUU yang sedang 

disusun Pusat PUU (Pelayanan Publik).

3) Tahapan Kegiatan 3

Finalisasi Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai 

dengan NA dan RUU yang sedang atau akan disusun.

Finalisasi dilakukan dengan mencetak matriks tersebut. Pencetakan ini 

dilakukan pada Kamis, 9 Agustus 2018. Matriks Hasil Kajian Analisis dan 

Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU yang sedang disusun 

merupakain onQjuf kegiatan 3 (Lampiran 3b).
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Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan RUU
yang sedang disusun

Finalisasi Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai 

dengan NA dan RUU yang sedang disusun sudah dilakukan dengan teliti 

dan sesuai dengan data yang diperoleh (Komitmen Mutu dan 

Akuntabilitas).

Manfaat adanya kegiatan ini yaitu dapat mengetahui bahwa Hasil 

Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sudah dibuat Pusat Panlak UU ada 

yang dapat dijadikan salah satu referensi bahan kepustakaan dalam 

penyusunan NA dan RUU yang dilakukan oleh Pusat PUU. Selain dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan NA dan RUU, adanya 

keterkaitan ini juga dapat mendukung integrasi kegiatan pelaksanaan 

tugas antar pusat di BKD khususnya Pusat PUU dan Pusat Panlak UU.
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Apabila dalam melaksanakan kegiatan sinkronisasi dan pembuatan 

matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan 

RUU yang sedang disusun tidak teliti dan sesuai dengan data yang sudah 

ada maka matriks tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan sebaga 

suatu output kegiatan yang valid.

Hambatan pelaksanaan kegiataan ini yaitu bahwa tidak semua NA dan 

RUU yang sedang disusun oleh Pusat PUU sudah selesai draft nya dan di 

upload dalam website Pusat PUU http://pusatpuu.dpr.go.id/simas- 

puu/index-na sehingga tidak semua daftar NA dan RUU yang sedang 

disusun dapat ditelusuri mengenai undang-undang terkait (Bab III Naskah 

Akademik).

4. Kegiatan 4

Melakukan inventarisasi terhadap Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang 

dapat digunakan sebagai ssilah satu referensi penyusunan NA dan RUU. 

a) Tahapan Kegiatan 1

Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan inventarisasi terhadap matriks 

kesesuaian (Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai 

dengan NA dan RUU yang sedang disusun) yang dilakukan pada Selasa, 14 

Agustus 2018. Inventarisasi ini dilakukan untuk memilih Hasil Kajian 

Analisis dan Evaluasi UU yang dapat dimanfaatkan secara langsung 

sebagai salah satu referensi untuk penyusunan NA dan RUU, dan setelah 

inventarisasi ini maka diputuskan bahwa pen50isunan NA dan RUU yang 

dapat memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yaitu 

Penyusunan NA dan RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana. Bahwa 

draft NA dan RUU tersebut belum disusun sehingga adanya Hasil Kajian 

Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana dapat menjadi salah 

satu referensi yaitu dapat menjadi data awal dalam melakukan 

penyusunan NA dan RUU.
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Bahwa inventarisasi ini dilakukan dengan teliti dan berdasarkan 

pertimbangan bahwa Hasil Kajian Analisis dan Evailuasi UU tersebut dapat 

benar-benar dimanfaatkan dalam Penyusunan NA dan RUU, mengingat 

ada beberapa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU ada yang memiliki 

keterkaitan dengan NA dan RUU yang disusun namun tidak semuanya 

dapat dimanfaatkan secara langsung (Komitmen Mutu, Akuntabilitas). 

Inventarisasi ini juga bertujuan untuk memudahkan pen5nasunan NA dan 

RUU yang dilakukan oleh Pusat PUU karena menambah informasi terkait 

bahan kepustakaan (Komitmen Mutu, Pelayanan Publik).

b) Tahapan Kegiatan 2

Membuat draft daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian 

Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi.

Setelah memilih Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan 

Bencana sebagai salah satu referensi Penyusunan NA dan RUU Perubahan 

UU Penanggulangan Bencana, tahapan selanjutnya yaitu membuat draft 

daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan 

Evaluasi UU sebagai salah satu referensi. Kegiatan ini dilakukan pada 

Senin, 20 Agustus 2018.

45



»- m
' : - R- 9 9 U « 4NK«I MWQ8I A«BkC AijB -l^SiiCr MH<
S!9 ■ .*9* 3t'M* tiMM -^1 !■>' miipin 9m ytmm Mar*

LuidMiitfMttwRUl'jnnsdVM sunjMUun Honl XaUMi *"»!'»*« 
dm SvalUM DU Mbwug atUb muu nCmnat

ier&i«AMWiteMPwt
ii—<*"i-ii—i*—t

«V”J ^fuU»U«n '-'U He I* Tnhun HudKaiMi.^aciiiiudw eitlumT
300” tntAA(ftAttAXUlA&aO UudmC'UudmxNo 34 TiLua 

xx>* icnUiacPenmuuMntan

B tl ^ G O

Draft Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Kajian Analisis dan Eualuasi UU
sebagai salah satu referensi

Pen5nasunan draft Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Kajian 

Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi dilakukan dengan 

rapi dan teliti (Komitmen Mutu).

c) Tahapan Kegiatan 3

Finalisasi daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis 

dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi

Finalisasi daftar dilakukan dengan mencetak draft daftar tersebut. 

Pencetakan ini dilakukan pada Jumat, 24 Agustus 2018. Daftar NA dan 

RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai 

salah satu referensi merupakan output kegiatan 4 (Laxnpiran 4).
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dan Evaluau UU aebagai wUh Mtu referensi
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Finalisasi Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis 

dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi sudah dilakukem dengan teliti 

dan sesuai dengan data yang diperoleh (Komitmen Mutu dan 

Akuntabilitas). Bahwa dari daftar tersebut menunjukan bahwa hasil 

kegiatan Pusat Panlak dapat mendukung pelaksanaan tugas F^isat PUU 

(WOG) selanjutnya ou^ut kegiatan 4 ini dapat menjadi rekomendasi untuk 

meningkatkan proses penyusunan NA dan RUU (Pelayanan Publik).

Manfaat adanya kegiatan ini yaitu dapat mengetahui bahwa dal am 

melaksakanan tugas Pusat PUU untuk menyiapkan NA dan RUU dapat 

memanfaatkan output Pusat Panlak UU sebagai tambahan referensi dapat 

meningkatkan kualitas NA dan RUU yang dihasilkan. Adanya kegiatan ini 

juga menunjukan bahwa adanya keterkaitan pelaksanaan dukungan 

keahlian oleh pusat - pusat di BKD.

Apabila dalam melaksanakan kegiatsin inventarisasi ini tidak dilakukan 

dengan teliti dan tidak berdasarkan pertimbangan bahwa Hasil Kajian 

Analisis dan Evaluasi UU tersebut dapat benar-benar diraanfaatkan dalam 

Pen}nisunan NA dan RUU, maka informasi dan hasil kegiatan ini tidak 

dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menjadi output kegiatan yang 

valid.

Hambatan pelaksanaan kegiataan ini yaitu meskipun ada beberapa 

Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang memiliki keterkaitan dengan NA dan 

RUU yang sedang disusun, namun yang memiliki keterkaitan erat hanya 

ada 1 (satu) yaitu Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan 

Bencana.

5. Kegiatan 5

Memberikan Daftar Hasil Kajian Evaluasi dan Analisis UU yang dapat 
digunakan sebagai salah satu referensi dalam pen30isunan NA dam RUU 

kepada masing-masing Tim Penyusun NA dan RUU 

1) Tahapan Kegiatan 1

Melakukan konsultasi dengan Atasan (Kapus PUU) dan para Korbid 

Perancang UU terkait dengan daftar NA dan RUU yang dapat 
memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu 

referensi.
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Setelah mengetahui bahwa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU 

Penanggulangan Bencana dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi 

Pen3oisunan NA dan RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana, 
kegiatan selanjutnya adalah menyampaikan hal tersebut kepada Kapus 

PUU dan para Korbid. Penyampaian ini dilakukan pada Senin, 3 

September 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Dr. Inosentius Samsul 

S.H., M.Hum. (Kapus Pusat PUU), Akhmad Aulai, S.H., M.H. (Koordinator 

Perancang Bidang Ekuinbang), Chairul Umam, S.H., M.H., Teguh Nirmala 

Yekti, S.H., M.H dan para CPNS (Dahlia Andriani, S.H., Aryani 

Sinduningrum, S.H., Asma' Hanifah, S.H., A^oidhi Permadi, S.H., M.H., 
Noval Ali Muchtar, S.H., Shintya Andini Sidi, S.H.)

Penyampaian informasi kepada Kapus PUU (3/09/2018)
Dal am kegiatan penyampaian infomasi kepada Kapus PUU dan perwakilan 

Korbid Perancang UU harus dilakukan dengan memperhatikan nilai etika 

dan sopan santun (Etika Publik).
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2) Tahapan Kegiatan 2

Memberikan daftar NA dan RUU yang dapat memanfaatkan Hasil Kajian 

Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi kepada Kapus 

Panlak UU.

Setelah mendapatkan kesimpulan bahwa dalam proses penyusunan NA 

dan RUU yang dilakukan Pusat PUU pada tahun 2018 dapat 

memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi yang sudah disusun 

Pusat Panlak UU, maka selanjutnya penyampaian infomasi tersebut selain 

kepada Kapus PUU juga kepada Kapus Puspanlak UU. Penyampaian ini 

dilakukan pada Selasa, 4 September 2018 dengan memberikan Daftar NA 

dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU 

sebagai salah satu referensi (ou^uf Kegiatan 4).

Penyerahan Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan 

Evaluasi UU sebagai salah satu referensi (4/09/2018)

Berkomunikasi dengan Kapus Panlak UU (4/09/2018)
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Dalam kegiatan ini, Kapus Panlak UU juga menyampaikan untuk 

mendukung pelaksanaan Penyusunan NA dan RUU Perubahan UU 

Penanggulangan Bencana, Pusat Panlak UU mendelegasikan beberapa 

Analis Hukum untuk masuk kedalam Tim Penyusun NA dan RUU tersebut 

yaitu Reza Azhari, S.H., LL.M dan Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H. Jadi 

selain adanya dukungan melalui dokumen kepustakaan yaitu Hasil Kajian 

Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan, juga ada dukungan dari 

sumber daya manusia yaitu Analis Hukum selaku penyusun Hasil Kajian 

Analisis tersebut.

Komunikasi dengan Kapus Panlak UU dilakukan dengan memperhatikan 

nilai etika dan sopan santun (Etika Publik). Dokumen yang diserahkan 

kepada Kapus Panlak UU juga harus berdasarkan informasi dan data yang 

valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabilitas). Penyerahan 

dokumen berupa daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian 

Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi merupakan bentuk 

pertanggungjawaban terhadap hasil kegiatan yang dikeijakan 

(Akuntabilitas). Bahwa adanya kegiatain ini mencerminkan adanya 

keterkaitan dan saling dukung dalam pelaksanaan tugas di BKD (WOG).

3) Tahapan Kegiatan 3

Berkoordinasi dengan Korbid untuk mengetahui Daftar Tim Penyusun NA 

dan RUU.

Kegiatan selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan para Korbid Perancang 

UU terkait dengan daftar nama Tim Penyusun NA dan RUU. Namun daftar 

neuna Tim Penyusun NA dan RUU sudah diberikan pada saat koordinasi 
pada kegiatan 1. Sehingga pada tahap kegiatan ini yang dilakukan adalah 

meminta SK Tim Penyusun NA dan RUU kepada Kasubbag TU Pusat PUU 

(Ibu Sagung Agung, S.H., M.H.) pada Senin, 3 September 2018 (Lampiran 

5a).
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Meminta SK dm kepada Kepala sub bagian tata usaha Pusat PUU (3/09/2018).

Berdasarkan data yang sudah diterima selanjutnya membuat daftar nama 

Tim Penyusun NA dan RUU pada Kamis, 6 September 2018 (Lampiran 5b).

Daftar IVaxaa Tia FeuyiuBa Haalab Akadamik daa

Penynd'ipanj 1. Teguti Nirmalti Yekti, 
S.H.. M.H.

2. Yeni Haiida^mi S.H.. 
M.H.

3. Apriyani D«wi AzU. 
S.H.

4. Mardiaantofi, S.Aa.. 
IXM-

5. Puteri Hikmawati,
S.H.. M.H.

6. R^en Priharia
Budipras«tva Ekolaya 
P. Y., S.H., M.Kn.

7. Yudaraiia Sukarno 
Putra. S.H., LLM.

Draft Daftar Tim Penyusun NA dan RUU 

Dalam melakukan koordinasi dengan Korbid dan juga Kasubbag TU Pusat 
PUU hams dilakukan dengan memperhatikan nilai etika dan sopan santun 

(Etiha Publik). Bahwa selain memperoleh data secara lisan, SK Tim 

Pen50isun NA dan RUU juga diperlukan untuk memastikan kebenaran 

informasi (Komitmen Mutu dan Akuntabilitas). Bahwa berdasarkan 

informasi yang diterima terkait dengan daftar nama penyusun dapat dilihat 
bahwa tim penyusun terdiri dari beberapa pusat di BKD (WOG).

4) Tahapan Kegiatan 4
Memberikan Daftar Hasil Kajian Evaluasi dan Analisis UU yang dapat 
digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan NA dan RUU 

kepada Tim Pen5nasun NA dan RUU yang bersangkutan.
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Setelah mengetahui daftar nama Tim Penyusun NA dan RUU, kegiatan 

selanjutnya adalah bertemu dengan Ketua Tim Penyusunan NA dan RUU. 

Bahwa berdasarkan basil kegiatan 4, maka Tim Penyusun NA dan RUU 

yang ditemui yaitu Tim Penyusun Perubahan UU Penanggulangan 

Bencana yaitu Atisa Praharini, S.H., M.H (Ketua Tim Penyusun). 

Pertemuan ini dilakukan pada Rabu, 5 September 2018, pertemuan ini 

dilakukan untuk memberikan Daftar NA dam RUU yang dapat menjadikan 

Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi.

Penyerahan Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan 

Evaluasi UU sebagai salah satu referensi (5/09/2018)

Bahwa dal am pertemuan ini juga membahas mengenai manfaat adanya 

Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dibuat Pusat Panlak UU 

khususnya UU Penanggulangan Bencana. Adapun manfaat yang dirasakan 

oleh Tim Penyusun NA dan RUU Perubahan Penanggulangan Bencana 

yaitu bahwa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan 

Bencana dapat menjadi data awal dalam Penyusunan NA, data dan 

informasi dalam Kajian tersebut baik yang diperoleh dari pakar maupun 

pemantauan di daerah dapat menjadi tambahan data untuk penyusunan 

NA, dalam kajian tersebut juga terdapat bab mengenai sinkronisasi antara 

UU Penanggulangan Bencana dengan peraturan perundang-undangan 

yang terkait sehingga dapat membantu dalam perumusan draft RUU, 

informasi mengenai daerah pemantaun dapat bermanfaat agar dalam
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melakukan pengumpulan data dan uji konsep tidak memilih daerah yang 

sama, dan meskipun tidak semua data dalam Kajian tersebut diambil 
namun cukup bermanfaat sebagai tambahan informasi untuk Penyusunan
NA dan RUU (Lampiran 5c).

Diskusi dengan Ketua Tim Penyusunan NA dan RUU Perubahan UU 

Penanggulangan Bencana (5/09/2018)

Namun manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya Hasil Kajian Analisis 

dan Evaluasi UU tidak dapat maksimal karena sulitnya dalam mengakses 

informasi. Menurut Atisa Praharini, S.H., M.H. bahwa informasi mengenai 
adanya Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana 

diketahui oleh beliau karena keterlibatannya pada saat pelaksanaan 

pemantauan UU Penanggulanggan Bencana. Jika tidak ikut terlibat dalam 

tim pemantauan UU Penanggulangan Bencana maka tidak mengetahui 
bahwa adanya ou^ut Pusat Panlak berupa Hasil Kajian Analisis dan 

Evaluasi UU Penanggulangan Bencana.

Bahwa adanya keterbatasan informasi ini juga tidak hanya pada pusat 
Panlak UU dengan Pusat PUU namun diseluruh pusat di BKD. Output tiap 

pusat hanya di upload di website masing-masing pusat namun tidak 

adanya database produk seluruh pusat di BKD. Hal ini menyebabkan 

produk suatu pusat belum tentu diketahui oleh pusat Iain secara
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keseluruhan sehingga output tiap pusat dapat menjadi outcome bagi pusat 
yang lainnya.

Diskusi dengan Ketua Tim Penyusun NA dan RUU dilakukan dengan 

memperhatikan nilai-nilai etika dan sopan santun (Etika Publik), bahwa 

yang diserahkan juga harus berdasarkan informasi dan data yang valid 

sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabilitas). Informasi adanya 

Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana dapat 

memudahkan dan meningkatkan kualitas Penyusunan NA dan RUU 

Perubahan UU Penanggulangan Bencana (Komitmen Mutu dan 

Pelayanan Publik). Bahwa dal am melakukan diskusi mengenai manfaat 

adanya Hasil Kajian Analisis dan Evalusi UU dan kekurangan akses 

informasi untuk mendapatkan hasil kajian tersebut tidak boleh memihak 

dan harus tetap objektif (Anti Korupsi).

Manfaat adanya kegiatan ini yaitu dapat memperkuat koordinasi antara 

Pusat PUU dan Pusat Panlak UU karena hasil kegiatan suatu pusat dapat 

menjadi dukungan bagi pelaksanaan tugas pusat lain di BKD. Kegiatan ini 

juga memudahkan Tim Penyusun NA dan RUU Perubahan UU 

Penanggulangan Bencana karena mengetahui adanya informasi mengenai 

Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana yang 

dapat dimanfaatkan. Selain itu dengan adanya kegiatan ini maka dapat 

mengetahui bahwa adanya keterbatasan akses informasi di BKD dapat 

menghambat integrasi hasil-hasil kegiatan yang sudah di buat oleh pusat- 

pusat.

Apabila dalam melaksanakan koordinasi dan diskusi dengan Korbid 

Perancang UU, Kasubbag TU Pusat PUU, Kapus Panlak UU dan Ketua Tim 

Penyusun NA dan RUU tidak dilakukan dengan memperhatikan nilai etika 

dan sopan santun maka akan membuat tidak nyaman dan tidak 

menunjukan tata cara berkomunikasi yang baik dengan pihak yang 

memiliki jabatan yang lebih tinggi (atasan). Dokumen yang diserahkan pada 

Kapus Panlak UU dan Ketua Tim Penyusun NA dan RUU harusiah data 

yang valid dan berdasarkan infomasikan karena jika tidak maka data 

tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
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Hambatan pelaksanaan kegiataan ini yaitu mundurnya kegiatan 

tahapan pelaksanaan karena padatnya jadwal dari para Kapus di BKD.

Setelah melaksanakan rangkaian kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 5, 
kegiatan selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dengan Kapus PUU terkait 
dengan kesimpulan setelah melaksanakan kegiatan aktualisasi. Koordinasi ini 
dimaksudkan untuk memastikan bahwa tujuan dari pelaksanaan aktualisasi 
sudah tercapai. Koordinasi dengan Kapus PUU dilaksanakan pada Senin, 10 

September 2018 (Lampiran 5d).

Penyampaian Kesimpulan Hasil Aktualiasi (10/09/2018)

Adapun kesimpulan hasil kegiatan yaitu:
1) Penyusunan NA dan RUU yang dilakukan oleh Pusat PUU sudah 

memanfaatkan database internal BKD sebagai salah satu referensi 
contohnya yaitu Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dibuat oleh 

Pusat Panlak UU. Hasil Kajian yang dimanfaatkan yaitu yang berkaitan 

erat dengan NA dan RUU yang disusun contohnya dalam Penyusunan 

NA dan RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana. Namun dalam 

pemanfaatan ini belum maksimal karena informasi mengenai Hasil 
Kajian yang sudah dibuat oleh Pusat Panlak belum banyak diketahui 
oleh tim penyusun NA dan RUU. Penyebaran Hasil Kajian tersebut 
hanya sampai tingkat eselon II karena keterbatasan jumlah anggaran 

untuk pencetakan tersebut, jadi tidak memungkinkan untuk 

memberikan kepada orang-perorang di Sekretariat Jenderal dan BKD.
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2) Bahwa adanya keterbatasan akses informasi di BKD yang menyebabkan 

output suatu pusat belum dapat menjadi outcome bagi pusat lain. Output 
pusat hanya di upload di website masing-masing pusat dan belum adanya 

database seluruh produk BKD.

Bahwa menu rut Kapus PUU adanya perbedaan antara kerangka 

analisis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pusat Panlak UU 

dalam Kajian Analisis dan Evaluasi UU dengan Naskah Akademik yang 

dibuat oleh Pusat PUU. Di Pusat Panlak UU acuan 1 (satu) undang-undang 

lalu menganalisis peraturan perundang-undangan dibawahnya, tetapi 
dalam bab III NA analisis undang-undang terkait tidak secara vertikal 
tetapi horizontal. Adanya keterkaitan antara NA dan RUU yang disusun 

dengan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU maka hasil kajian tersebut 
tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya, jadi harus ada riset - riset lain atau 

mencari bah an kepustakaan lain. Untuk adanya informasi output antar 

pusat maka harus ada unit di BKD yang mengelola semua output tiap 

pusat (dapat dikelola dibawah Tata Usaha BKD). Secara teknis seharusnya 

di website BKD ada pilihan menu terkait dengan updated produk tiap 

pusat. Oleh karena itu, harus ada manajemen informasi di BKD sehingga 

adanya kemudahan akses informasi antar bagian (pusat) dan ada 

kesamaan informasi yang disampaikan dan yang diterima.

Dalam rangka memperkuat kesimpulan, maka setelah melakukan 

koordinasi dengan Kapus PUU, selanjutnya untuk menambah data maka 

dilakukan diskusi dengan salah satu Perancang UU senior yaitu Ibu Wiwin 

Sri Rahyani, S.H., M.H (Lampiran 5e).
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Diskusi dengan salah satu Perancang UU senior

Diskusi ini dilakukan pada Selasa, 18 September 2018, adapun hasil 
diskusi tersebut yaitu;

1) Bahwa pemanfaatan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang- 

Undang yang di buat oleh Pusat Panlak UU dapat dimanfaatkan dalam 

penjoisunan NA dan RUU, namun pemanfaatan tersebut tidak mumi 
langsung di ambil dari Hasil Kajian tersebut. Hasil Kajian tersebut 

dijadikan basis atau tarabahan literatur atau referensi bahan 

kepustakaan jika dianggap relevan dan dimasukan dalam bab-bab yang 

terkait, tidak hanya dalam BAB III Naskah Akademik, karena itu 

merupakan kajian jadi dapat dimanfaatkan dalam penyusunan 

latarbelakang BAB I Naskah Akademik atau dalam landasan yuridis 

BAB IV Naskah Akademik.

2) Terkait kondisi saat ini, tidak ada integrasi antara pusat-pusat di BKD. 

Hasil kegiatan pusat di BKD meskipun sudah ada di website masing- 

masing pusat, idealnya ada database BKD yang dikelola oleh suatu 

admin yang berisi mengenai hasil-hasil kegiatan dari masing-masing 

pusat, tidak hanya untuk Pusat Panlak, tetapi juga pusat lain 

contohnya di PAisat Penelitian juga banyak menghasilkan hasil 

penelitian yang dapat digunakan pada saat menyusun NA dan RUU.

3) Saat ini, Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi dari Pusat Panlak UU belum 

optimal digunakan dalam Penyusunan NA dan RUU karena kurangnya 

informasi terkait adanya kajian tersebut, kecuali jika dalam tim
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penyusunan NA dan RUU yang berkaitan ikut terlibat dalam mengikuti 

pemantauan UU. Contohnya pada saat penyusnan NA dan RUU 

Kehutanan, salah satu tim penyusun yaitu saudari Noor Ridha 

Widiyani, S.H pemah ikut terlibat juga dalam pemantauan UU tentang 

Kehutanan di Pusat Panlak UU sehingga dapat melakukan transfer 

knowledge terkait dengan hasil pemantauan tersebut, jika tidak ada 

maka tim akan kesulitan untuk mengetahui adanya hasil kajian 

Analisis dan EvaJuasi UU Kehutanan.

Bahwa berdasarkan hasil diskusi tersebut, hasil yang diperoleh 

mendukung dan sesuai dengan kesimpulan yang ditarik oleh Penulis setelah 

melaksanakan aktualisasi kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 5. Adanya 

pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Pusat PUU BKD yaitu pelaksanaan dukungan penyusunan 

NA da RUU.
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BAGIAN III.
JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI

Matrik Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

No

2.

Kegxatan/ 
Tahapan Kegiatan

Melakukan 
inventarisasi NA 
dan RUU yang 
sedang dan akan 
disusun oleh Pusat 
PUU.
a) Melakukan 

konsultasi 
dengan Atasan 
(Kapus PUU) 
dan para
Korbid
Perancang UU 
terkait dengan 
NA dan RUU 
yang sedang 
dan akan
disusun dalam 
periode 1 tahun

b) Membuat Draft 
Daftar NA dan 
RUU yang
sedang dan
akan disusun.

c) Finalisasi
Daftar NA dan 
RUU yang
sedang dan
akan disusun.

Melakukan 
inventarisasi 
Kajian Hasil
Analisis dan
Evaluasi Undang- 
Undang yang 
sudah dilakukan 
oleh Pusat Panlak 
UU.
a) Koordinasi 

dengan atasan 
(Kapus PUU) 
untuk meminta

JUNI JULI AGUST
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No

3.

Kegiatan/ 
Tahapan Kegiatan

izin dal am 
melakukan 
kunjungan dan 
iventarisasi 
data di Pusat 
Panlak UU

b) Meminta surat 
Diposisi kepada 
Kepala
Subbagian TU 
Pusat PUU 
(Kasubag TU)

c) Melakukan 
konsultasi dan 
koordinasi 
kepada Kapus 
Panlak UU 
untuk
menginventaris 
asi Hasil Kajian 
Analisis dan 
Evaluasi UU 
yang sudah 
dilakukan 
Pusat Panlak.

d) Membuat Draft 
Daftar Hasil
Kajian Analisis 
dan Evaluasi 
UU yang dibuat 
oleh Pusat
Panlak UU.

e) Finalisasi
Daftar Hasil 
Kajian Analisis 
dan Evaluasi 
UU yang dibuat 
oleh Pusat
Panlak UU.

Melakukan 
sinkronisasi NA 
dan RUU yang 
akan disusun 
dengan Hasil
Kajian Analisis dan 
Evaluasi UU yang 
telah dilakukan 
oleh Pusat Panlak.

Melakukan 
sinkronisasi NA

JUNI JuLI AGUST



No

4.

Kegiatan/ 
Tahapan Kegiatan

dan RUU yang
akan disusun 
dengan Hasil 
Kajian Analisis 
dan Evaluasi 
UU yang telah 
dilakukan oleh 
Pusat Panlak 
UU.

b) Membuat Draft 
Matriks Hasil 
Kajian Analisis 
dan Evaluasi 
UU yang sesuai 
dengan NA dan 
RUU yang
sedang atau
akan disusun.

MEI

IV

c) Finalisasi
Matriks Hasil 
Kajian Analisis 
dan Evaluasi 
UU yang sesuai 
dengan NA dan 
RUU yang
sedang atau 
akan disusun.

Melakukan 
inventarisasi 
terhadap Hasil 
Kajian Analisis dan 
Evaluasi UU yang 
dapat digunakan 
sebagai salah satu 
referensi
pen30isunan 
dan RUU.

NA

Melakukan
inventarisasi
terhadap
matriks
kesesuaian

b) Membuat draft 
daftar NA dan 
RUU yang 
dapat
menjadikan 
Hasil Kajian 
Analisis dan 
Evaluasi UU

JUNI

II m rv
JULI AGUST

II m IV I n II
I

SEPT
II
I IV

61



s 5 n 
c

m
 t

u 
P-

* C
fl 

CO B. 
c 

g.
c

Cn

> 3 w w
'

a
’

Z
 C

L
§ 

> 
3

era
 C

L e
ra

&s
 

§ 
IS

9*
c

n 3 cr rt 3.
M
 

?T
& 

3

CO
 C

O
CL
 >

r
0}
 n

n 
w 

l*i
*&

era
 3
 

3-> 3

e
 0

3 CO

3
03

 
^

CO
 

3
 T

3 ju
ju
 

r+

^ s
-

G 
El 

G
B 

g
CO &
 G

 
G

&

?=? ,P

2 > CL

era

CO
 

CO
ju 

o> 
p-
 c

r 
3 

w 
3 

era
s>

e-
Cl 3 3
 

CO
 

CO
 

0^
""
 o

T 3*

ai o s- •d
 
«

So
.

o *3. ft) s a s



I-I >

asIt'&S
 

M
 S**3H

I’ r 
fnftifiiM

lt
00\o

CO;3acfl

(U 
cc)

U "tj
S

cC D
, C 

ffj 
<U 

TO
OT ^

 a.

CO 
^

 u o
C0

g
3'§

C 
- u

TJ 
3

C _
 

^ 
cc

S Q

2 ^

U 
C3 

O
. T3

ca 
CO

a-c
T3

o;z:

(0cfl
X

COcfl
c 2
S •a
as

<0



> \.^ A ^ I \ /
^V V^‘



BAGIAN IV. 

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan 1: Melakukan inventarisasi NA dan RUU yang sedang dan akan

disusun oleh Pusat PUU (Etika Publik, AkuntabiUtas dan Komitmen Mutu).

2. Kegiatan 2: Melakukan inventarisasi Kajian Hasil Analisis dan Evaluasi

Undang-Undang yang sudah dilakukan oleh Pusat Panlak UU (Etika 

Publik, Pelayanan Publik, Komitmen Mutu, WOG, AkuntabiUtas).

3. Kegiatan 3: Melakukan sinkronisasi NA dan RUU yang akan disusun

dengan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang telah dilakukan oleh 

Pusat Panlak UU (Komitmen Mutu, Pelayanan Publik, AkuntabiUtas dan 

WOG\.

4. Kegiatan 4: Melakukan inventarisasi terhadap HasU Kajian Analisis dan

Evaluasi Undang-Undang yang dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi penyusunan NA dan RUU (AkuntabiUtas, Komitmen Mutu, WOG).

5. Kegiatan 5: Memberikan Daftar Hasil Kajian Evaluasi dan Analisis UU yang

dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan NA dan 

RUU kepada masing-masing Tim Penyusun NA dan RUU (Etika PubUk, 
AkuntabiUtas, Komitmen Mutu).

B. Saran

1) Untuk Penyelenggara Pelatihan

Penyelenggara Pelatihan yang merupakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Sekretanat Jenderal dan BKD sudah sangat baik dalam menyelenggaran 

Latsar CPNS di tahun 2018 walaupun latsar ini merupakan latsar pertama 

yang dilaksanakan. Hal hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki adalah 

tentang koordinasi antara panitia yang bertugas setiap minggu, tata tertib 

yang berlaku selama 30 hari keija di kampus dan kejelasan proses 

habituasi di tempat kerja baik dari rancangan, kegiatan pelaksanaan 

sampai dengan laporan aktualisasi.

Menunit peserta, koordinasi antara panitia yang bertugas belum berjalan
dengan optimal, hal ini bisa diUhat dari perbedaan pengaturan yang

diberikan panitia di minggu pertama, kedua bahkan di minggu terakhir
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kegiatan on campus. Terutama dal am hal pengaturan makan dan tata cara 

apel yang menurut peserta sering berubah-ubah. Yang kedua adalah tata 

tertib, tata tertib yang sudah ditetapkan oleh Pusdiklat sejatinya sudah 

baik tapi berjalan kurang optimal. Panitia pun tidak semuanya mengetahui 
mengenai tentang keseluruhan isi dari tatib tersebut. Sehingga apabila ada 

pelanggaran-pelanggaran yang tidak umum di jalankan maka panitia akan 

mendiamkan saja. Hal ini tentu menjadi preseden yang kurang baik di mata 

peserta dan harus di evaluasi menjadi lebih baik lagi. Terlalu ketatnya 

regulasi juga akan menimbulkan dan menambah pemikiran peserta yang 

seharusnya memiliki “hiburan’’ agar tidak jenuh selama pemusatan secara 

on campus.

Saran terakhir peserta adalah tentang rancangan, kegiatan pelaksanaan 

dan laporan aktualisasi adalah alangkah lebih lagi apabila Pusdiklat Setjen 

dan BK DPR RI memiliki buku panduan yang jelas dalam pelaksanannya. 
Daiam menyusun rancangan aktualisasi, peserta mengalami kesuUtan 

mencari isu yang harus diselesaikan di lingkup kerja Pusat PUU 

seharusnya yang harus di tekankan adalah penerapan nilai-nilai ASN 

bukan bentuk kegiatannya. Memang tidak ada format baku dalam 

pen}aisunan rancangan dan laporan tetapi apabila Pusdiklat Setjen dan BK 

DPR RI memiliki bentuk baku rancangan dan laporan hal ini akan sangat 
membantu peserta dalam menyusun dan dapat berguna untuk 

keseragaman rancangan dan laporan peserta Latsar CPNS.

2) Untuk Instansi/ Unit Kerja Peserta

Diharapkan adanya database seluruh produk pusat - pusat di BKD yang 

dikelola secara online dalam website BKD http://bk.dpr.go.id/.
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Lampiran 1. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

No

1.
1.

Kegiatan

2.
Melakukan 
inventarisasi NA 
dan RUU yang 
sedang dan akan 
disusun oleh 
Pusat PUU.

Tahapan
Kegiatan

3.

2.

3.

Melakukan 
konsultasi 
dengan Kepala 
Pusat PUU 
(Kapus PUU) 
dan para
Korbid
Perancang UU 
terkait dengan 
NA dan RUU 
yang sedang 
dan akan
disusun dalam 
periode 1
tahun.
Membuat Draft 
Daftar NA dan 
RUU yang 
sedang dan 
akan disusun. 
Finalisasi 
Daftar NA dan 
RUU yang 
sedang dan 
akan disusun

Output / Hasil

4.
Daftar NA dan 
RUU yang sedang 
dan akan disusun 
dalam periode 1 
tahun.

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

5.
1. Konsultasi dengan 

Atasan (Kapus PUU) 
dan para Korbid PUU 
sudah dilakukan 
dengan
memperhatikan 
sopan s an tun dan 
etika (Etika Publik). 
Masukan dan saran 
yang diberikan oleh 
Kapus PUU dalam 
konsultasi dijadikan 
acuan dalam
melaksanakan 
kegiatan aktualisasi 
(Akuntabilitas)

2. Data dan informasi
yang diterima dari 
para Korbid mengenai 
NA dan RUU yang 
sedang disusun
masing-masing 
bidang rapi dan teliti 
{Komitmen Mutu).

3. Dalam membuat 
daftar NA dan RUU 
harus sesuai dengan

Kontribusi Terhadap 
VISI dan MISI 

_____ Organisasi_____
6.

Kegiatan inventarisasi 
NA dan RUU 
berkontribusi pada 
perwujudan misi Pusat 
PUU yaitu memperkuat 
penyelenggaraan fungsi 
dukungan Perancangan 
Undang-Undang yang 
mendukung proses 
pelaksanaan fungsi 
legislasi dewan.

Penguatan Nilai 
Organisasi

7.
Adanya
invetarisasi NA 
dan RUU
memperkuat 
nilai
Profesionalisme 
dan Integritas
dalam
mewujudkan 
misi Setjen dan 
BK DPR RI yaitu 
memperkuat 
peran keahlian 
yang profesional, 
andal,
transparan, dan 
akuntabel.
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No

1.

2.

Kegiatan

2.

Melakukan 
inventarisasi 
Kajian Hasil
Analisis dan
Evaluasi 
Undang-Undang 
yang sudah
dilakukan oleh

Tahapan
Kegiatan

3.

Koordinasi 
dengan atasan 
(Kapus PUU) 
untuk
meminta izin 
dalam 
melakukan 
kunjungan

Output J Hasil

4.

1. Izin dan Nota
Dinas untuk 
dapat 
melakukan 
inventaris data 
di Pusat
Panlak UU

2. Daftar Hasil

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

5.
hasil konsultasi
dengan Kapus PUU 
dan para Korbid PUU 
agar adanya
kesesuaian antara 
informasi yang
diterima dan laporan 
yang dibuat, sehingga 
daftar tersebut dapat 
dipertanggung 
jawabkan 
(Ahuntabilitas),

4. Pencetakan draft NA 
dan RUU yang sedang 
disusun oleh Pusat 
PUU tahun 2018 
dilakukan dengan 
teliti dan sesuai 
dengan data yang 
diperoleh (Komitmen 
Mutu dan
Akuntabilitas).______

1. Konsultasi dan
permohonan izin 
kepada Atasan
(Kapus PUU) dan 
koordinasi dengan 
Kapus Panlak
dilakukan dengan 
memperhatikan______

Kontribusi Terhadap 
VISI dan MISI 

Organisasi
6.

Penguatan Nilai 
Organisasi

7.

Kegiatan inventarisasi 
Kajian Hasil Analisis 
dan Evaluasi UU 
berkontribusi pada 
perwujudan misi Pusat 
PUU yaitu Memperkuat 
penyelenggaraan fungsi 
dukungan Perancangan

memperkuat
nilai
Profesionalisme 
dan Integritas
Setjen dan BK 
DPR RI dalam 
mewujudkan 
misi_______ yaitu
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No

1.

Kegiatan

2,
Pusat Panlak UU.

Tahapan
Kegiatan

3.
dan
iventarisasi 
data di Pusat 
Panlak UU

2. Meminta surat 
Diposisi 
kepada Kepala 
Subbagian TU 
Pusat PUU 
(Kasubag TU)

3. Melakukan 
konsultasi dan 
koordinasi 
kepada Kapus 
Panlak UU 
untuk
menginventaris 
asi Hasil
Kajian Analisis 
dan Evaluasi 
UU yang
sudah 
dilakukan 
Pusat Panlak.

4. Membuat Draft
Daftar Hasil 
Kajian Analisis 
dan Evaluasi 
UU yang
dibuat oleh

Output / Hasil

4.
Kajian Analisis
dan Evaluasi 
UU

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

5.
sopan santun dan 
etika (Etika Publik).

2. Adanya surat
disposisi (nota dinas) 
ini merupakan suatu 
bentuk tertib
adminsistratif 
(Pelayanan Publik) 
dalam pelaksanaan 
koordinasi antar 
Pusat di Badan 
Keahlian DPR (WOG).

3. Dalam menjelaskan
maksud dan tujuan 
kepada Atasan
(Kapus Pusat PUU) 
dan Kapus Panlak 
juga dijelaskan
bahwa inventarisasi 
di Pusat Panlak 
dilakukan dalam 
rangka sinergitas 
antara tugas di Pusat 
PUU dengan
hasil/ output di Pusat 
Panlak (WOG).

4. Pembuatan daftar 
hasil inventarisasi 
Hasil Kajian Analisis 
dan Evaluasi UU

Kontribusi Terhadap 
VISI dan MISl 

Organisasi
6.

Undang-Undang yang 
mendukung proses
pelaksanaan fungsi
legislasi dewan.

Penguatan Nilai 
Organisasi

7.
memperkuat 
peran keahlian 
yang profesional, 
andal,
transparan, dan 
akuntabel.
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No

1.

3.

Kegiatan

2.

Tahapan
Kegiatan

3.

Output / Hasil

4.

Melakukan 
sinkronisasi NA 
dan RUU yang 
akan disusun 
dengan Hasil 
Kajian Analisis 
dan Evaluasi UU 
yang telah

Pus at Panlak 
UU.
Finalisasi 
Daftar Hasil 
Kajian Analisis 
dan Evaluasi 
UU yang
dibuat oleh 
Pusat Panlak 
UU.

Melakukan 
sinkronisasi 
terhadap 
Daftar NA dan 
RUU yang
sedang dan
akan disusun 
dalam periode

Matriks
kesesuaian antara 
Hasil Kajian
Analisis dan
Evaluasi UU
dengan NA dan 
RUU yang sedang 
atau akan

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

5.
harus sesuai dengan 
informasi yang
diperoleh dari Pusat 
Panlak, adanya
kesesuaian antara 
informasi yang
diterima dan hasil 
laporan yang dibuat, 
bertujuan agar daftar 
tersebut dapat
dipertanggung 
jawabkan 
(Akuntabilitas).

5. Finalisasi Daftar 
Hasil Kajian Analisis 
dan Evaluasi UU 
sudah dilakukan 
dengan teliti dan 
sesuai dengan data 
yang diperoleh
(Komitmen Mutu 
dan Akuntabilitas).

1. Sinkronisasi antara 
output kegiatan 1 dan 
output kegiatan 2 
dilakukan dengan 
teliti (Komitmen
Mutu). Penyusunan 
hasil sinkronisasi 
juga berdasarkan

Kontribusi Terhadap 
VISI dan MISl 

Organisasi
6.

Penguatan Nilai 
Organisasi

7.

Kegiatan sinkronisasi 
terhadap pelaksanaan 
tugas di Pusat PUU 
dengan hasil/oulput di 
Pusat Panlak
berkontribusi pada 
perwujudan Misi Pusat 
PUU yaitu Memperkuat

Sinkronisasi 
terhadap 
pelaksanaan 
tugas di Pusat 
PUU dengan
hasil/output di 
Pusat Panlak
memperkuat
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No

1.

Kegiatan

2.
dilakukan oleh 
Pusat Panlak UU.

Tahapan
Kegiatan

3.
1 tahun
dengan Daftar 
Hasil Kajian 
Analisis dan 
Evaluasi UU

2. Membuat Draft
Matriks Hasil 
Kajian Analisis 
dan Evaluasi 
UU yang
sesuai dengan 
NA dan RUU 
yang sedang 
atau akan 
disusun.

3. Finalisasi
Matriks Hasil 
Kajian Analisis 
dan Evaluasi 
UU yang
sesuai dengan 
NA dan RUU 
yang sedang 
atau akan 
disusun.

Output / Hasil

4.
disusun dalam 
periode 1 tahun.

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

5.
data dan informasi
yang diterima
(Akuntabilitas).

2. Adanya keterkaitan
yang erat antara 
output kegiatan 1 
yang merupakan 
produk Pusat PUU 
dan output kegiatan 2 
yang merupakan 
produk Pusat Panlak 
UU mencerminkan 
bahwa dukungan 
keahlian yang
diberikan oleh suatu 
pusat kepada dewan 
juga dapat
dimanfaatkan untuk 
memberikan 
dukungan
pelaksanaan tugas 
pusat lain (WOG).

3. Adanya sinkronisasi
ini dapat menjadi 
informasi yang akan 
meningkatkan dan 
memudahkan 
penjnjisunan NA dan 
RUU agar lebih efektif 
dan efisien

Kontribusi Terhadap 
VISI dan MISl 

Organisasi
6.

penyeienggaraan fungsi 
dukungan Perancangan 
Undang-Undang yang 
mendukung proses
pelaksanaan fungsi
legislasi dewan

Penguatan Nilai 
Organisasi

7.
nilai
Profesionalisme
dan
Akuntabilitas
dalam
mewujudkan 
misi Setjen dan 
BK DPR RI yaitu 
memperkuat 
peran keahlian 
yang profesional, 
andal,
transparan, dan 
akuntabel.
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No

1.

4.

Kegiatan

2.

Melakukan 
inventarisasi 
terhadap Hasil 
Kajian Analisis 
dan Evaluasi 
Undang-Undang 
yang dapat
digunakan 
sebagai salah 
satu referensi 
penyusunan NA 
dan RUU.

Tahapan
Kegiatan

3.

Output / Hasil

4.

Keterkaitan Substansi 
Mata Felatihan

5.

Melakukan 
inventarisasi 
terhadap 
matriks 
kesesuaian. 
Membuat draft 
daftar NA dan 
RUU yang 
dapat
menjadikan 
Hasil Kajian 
Analisis dan 
Evaluasi 
Undang- 
Undang_______

Daftar Hasil
Kajian Evaluasi 
dan Analisis UU 
yang dapat
digunakan 
sebagai salah 
satu referensi 
dalam
penyusunan NA 
dan RUU.

(Komitmen Mutu 
dan Pelayanan 
Publik).

4. Finalisasi Matriks 
Hasil Kajian Analisis 
dan Evaluasi UU yang 
sesuai dengan NA 
dan RUU yang sedang 
disusun sudah
dilakukan dengan 
teliti dan sesuai 
dengan data yang 
diperoleh (Komitmen 
Mutu dan
Akuntabilitas).

1. Dalam pembuatan 
Daftar Hasil Kajian 
Evaluasi dan Analisis 
yang dapat
digunakan sebagai 
salah satu referensi 
dalam penyusunan 
NA dan RUU, hams 
dilakukan dengan 
cermat dan teliti 
(Komitmen Mutu) 
agar daftar tersebut 
dapat
dipertanggungjawabk
an (Akuntabilitas)

Kontribusi Terhadap 
VISI dan MISI 

_____ Organisasi_____
6.

Inventarisasi terhadap 
Hasil Kajian Analisis 
dan Evaluasi Undang- 
Undang yang dapat 
digunakan sebagai 
salah satu referensi 
penyusunan NA dan 
RUU, berkontribusi 
pada peningkatan
efektivitas dan eflsiensi 
dalam penyusunan NA 
dan RUU untuk 
mewujudkan misi
Pusat PUU yaitu 
Memperkuat__________

Penguatan Nilai 
Organisasi

7.

Inventarisasi 
terhadap Hasil 
Kajian Analisis 
dan Evaluasi 
Undang-Undang 
yang dapat
digunakan 
sebagai salah 
satu referensi 
penyusunan NA 
dan RUU
memperkuat 
nilai
Profesionalisme
dalam
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No

1.

5.

Kegiatan

2.

Tahapan
Kegiatan

3.

Memberikan 
Daftax Hasil 
Kajian Evaluasi 
dan Analisis UU 
yang dapat
digunakan 
sebagai salah 
satu referensi 
dal am
penyusunan NA 
dan RUU kepada 
masing-masing

sebagai salah 
satu referensi. 
Finalisasi 
daftar NA dan 
RUU yang 
dapat
menjadikan 
Hasil Kajian
Analisis
Evaluasi
Undang-
Undang
sebagai

dan

salah
satu referensi.

Melakuka 
konsultasi 
dengan Atasan 
(Kapus Pusat 
PUU) dan
Korbid
Perancang UU 
masing-masing 
bidang terkait 
dengan daftar 
NA dan RUU 
yang dapat

Output / Hasil

Ketua Tim
Pen5nasun NA dan 
RUU
mendapatkan 
daftar Hasil
Kajian Evaluasi 
dan Analisis UU 
yang dapat
digunakan 
sebagai salah 
satu referensi 
penyusunan NA

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

5.
Penyusunan draft
Daftar NA dan RUU 
yang dapat
menjadikan Kajian 
Analisis dan Evaluasi 
UU sebagai salah 
satu referensi
dilakukan dengan 
rapi dan teliti 
(Komitmen Mutu). 
Daftar tersebut juga 
mencerminkan 
adanya keterkaitan 
antara Pusat PUU 
dan Pusat Panlak 
dalam pelaksanaan 
penyusunan NA dan 
RUU (WPG).
Konsultasi dengan 
Atasan {Kapus PUU) 
dan para Korbid 
dilakukan dengan 
memperhatikan 
sopan santun dan 
etika serta dalam 
konsultasi tersebut 
harus menerima 
adanya masukan dan 
saran (Etika Publik). 
Memberikan daftar

Kontribusi Terhadap 
VISI dan MlSl 

_____ Organisasi_____
6.

penyelenggaraan fungsi 
dukungan Perancangan 
Undang-Undang yang 
mendukung proses
pelaksanaan fungsi
legislasi dewan.

Memberikan daftar 
yang untuk selanjutnya 
dapat dijadikan sebagai 
rekomendasi bagi Tim 
Penyusun NA dan RUU 
berkontrubusi pada 
perwujudan Misi Pusat 
PUU yaitu Memperkuat 
penyelenggaraan fungsi 
dukungan Perancangan 
Undang-Undang yang 
mendukung_____ proses

Penguatan Nilai 
Organisasi

7.
mewujudkan 
misi Setjen dan 
BK DPR RI yaitu 
memperkuat 
peran keahlian 
yang profesional, 
andal,
transparan, dan 
akuntabel.

Memberikan 
daftar yang
untuk 
selanjutnya 
dapat dijadikan 
sebagai
rekomendasi bagi 
Tim Pen3nisun 
NA dan RUU 
memperkuat 
nilai
Profesionalisme
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No

1.

Kegiataa

2.
Tim Penyusun 
NA dan RUU

Tahapan
Kegiatan

3.
memanfaatkan 
Hasil Kajian 
Analisis dan 
Evaluasi UU 
sebagai salah 
satu referensi.

2. Memberikan 
dengan daftar 
NA dan RUU 
yang dapat 
memanfaatkan 
Hasil Kajian 
Analisis dan 
Evaluasi UU 
sebagai salah 
satu referensi 
kepada Kapus 
Panlak.

3. Berkoordinasi
dengan Korbid 
untuk 
mengetahui 
Daftar Tim
Pen3msun NA 
dan RUU.

4. Memberikan 
Daftar Hasil 
Kajian
Evaluasi dan 
Analisis UU

Output / Hasil

4.
dan RUU (yang 
untuk 
selanjutnya 
dapat dijadikan 
sebagai 
rekomendasi 
bagi Tim
Penyusun)

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

5.
kepada Kapus Panlak
merupakan bentuk 
pertanggungjawaban 
terhadap hasil yang 
dikerjakan 
(Ahuntabilitas).

3. Penyerahan daftar 
Hasil Kajian Evaluasi 
dan Analisis UU yang 
dapat digunakan 
sebagai salah satu 
referensi dalam
penyusunan NA dan 
RUU kepada masing- 
masing Tim
Penyusun NA dan 
RUU bertujuan
sebagai rekomendasi 
bagi Tim Penyusun 
untuk meningkatkan 
efisiensi dan
efektifitas dalam 
penyusunan NA dan 
RUU (Komitmen 
Mutu).

Kontribusi Terhadap 
VISI dan MISI 

_____ Organisasi_____
6.

pelaksanaan fungsi
legislasi dewan dan 
memperkuat 
manajemen
pengetahuan yang
bemilai.

Penguatan Nilai 
Organisasi

7.
dan Integritas 
dalam
mewujudkan 
misi Setjen dan 
BK DPR RI yaitu 
memperkuat 
peran keahlian 
yang profesional, 
andal,
transparan, dan 
akuntabel.
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No Kegiatan Tahapan
Kegiatan Output / Hasil Keterkaitan Substansi 

Mata Felatihan

Kontribusi Terhadap 
VISI dan MISI 

Organisasi

Penguatan Nilai 
Organisasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
yang dapat
digunakan 
sebagai salah 
satu referensi 
dalam
penyusunan
NA dan RUU 
kepada Tim
Penyusun NA 
dan RUU yang 
bersangkutan.
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Lampiran 2. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta ; 1 DAHLIA ANDHIANI
NIP * 19y407142018032001
Unit Kerja PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

Jabatan
GALON PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Isu

PENYUSUNAN NASKAH AILADEMIK DAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG OLEH PUSAT PERANCANGAN
UNDANG-UNDANG YANG KURANG MEMANFAAT1\AN
HASIL KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-
UNDANG OLEH PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG SEBAGAI SALAH SATU
REFEKENSI,

1) Kegiatan 1 : Melakukan invcntarisasi NA dan RUU yang scclang dan 
akan disusun uleli Pusal: PUU.

Penyelesaian Kegiatan Catalan Mentor Paraf
Mentor

Tahapan Kegiatan -

Output Kegiatan Terhaclap
Pemecah.ui Isu ;
Kctcrkoitai\ Substansi
Mata Pclatihan
Kontribusi terhadap Tusi 
organisasi

1 JjtUfiU"' C'lc."

Pcnguntan Nilai Organisasi

2) Kegiatan 2 : MelakuUnn invcntarisasi Kajian Hasil Anf.\lisis dan Evaluasi 
Undang-Undang yang sudah dilakukan oleh Pusal Panlak UU

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf
Mentor

Tahapai\ Kegiatan /■

/
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Output Kegialiui Terhadap
Pemecahaii Isu p cV‘r IJ

■v>
KeierUaitan Subslansi
Mata Pelatihan

.1 V K'‘ U/<-f

L 1)5
Kontribusi terhadap Tuai
organisasi

V/ ''C;' f
j

Penguataii Nilai Orgmtisasi ))»tUnv 
j 1 1 VJ' 1.

--------------

3) Kegiatan 3 : Melakukan sinkronisasi NA dan RUU yang akan disusun 
dengan Haail Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang tclali dilakukan oleh 
Pusat Panlak UU.

Penyelesaian Kegiatan Catalan Mentor Paraf
Mentor

Taliapan Kegiatan

Output Kegiatan Terliadap
Pcmccahnn Isu

'1 l' L .
Kclcrkaitan Substansi
Mala Pelatihan U’ Wit

AiL.-y^^
' V tkii

L
Kontribusi lerhadap Tusi 
organisasi

) f . 11. VT(V%' >
Penguatan Nilai Organisasi y fX

4) Kegiatan 4 ; Melakukan inventarisasi Lerhadap llasil Kajian Analisis dan 
Evaluasi Undang-Undang yang ciapat digunaUan sebagai salah satu 
rcferensi penyusunan NA dan RUU.

Paraf
MentorCatalan MentorPenyelesaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output Kegiatan Terhadap 
Pemeeahan Isu
Kelcrkj-ulan Subslansi 
Mata Pclatihan
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Kontribusi terhadap IXisi 
organisasi
Penguatan Nilai Organisasi

5) Kegiatan 5 : Mcmberikan List DafLar Hasil Kajiun Evaluasi dan Analisis 
DU yang deipat digunakan sebagai salah satu rofcrcnsi dalam 
penyusunan NA dan RUU kepada masing-masing Tim Penyusun NA dan 
RUU

Penyelesaian Kegiatan Catalan Mentor Paraf
Mentor

Tahapon Kegiatim
t

1
Output Kegiatan Terhadnp
Pemecahan Isu

L xp
Kcterkailan Substmisi
Mata Pflatihan

f ><".y —yi---------

Kontribusi terhadap Tusi
organisasi

/ 0

Penguatan Nilai Orgajiisasi
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Lampiran 3. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peseria DAHUA ANDRIAN!
NIP 199407142018032001
Unit Kerja PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANC.
Jabutan PERANCANC. UNDANG-UNDANG

Isu

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG OLEH PUvSAT PERANCANGAN
UNDANG-UNDANG YANG KURANG MEMAMNFAATKAN
MASIL KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-
UNDANG OLEH PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG SEBAGAI SA!,AH SATU REFERENSl

11 Kcgiatan 1 : Melakukan Inventarisasi NA dan RUU yang sedang dan akan 
disusun oleh Pusal PUU

Waktu dan 
Media 

CoachingCatatan CoachingPenyelesaian Kegiatan

Tahapan Kcgintan

Output Kegiatan Terhadap 
Pcmccahan Ihu

Kctcrkaiian SubsLansi Mata 
Pelalihan

7/

Konlribusi terhadap Tusi 
organisHsi

Penguatan Nilai Organisasi
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2) Kegiatan 2 : Melakukan invenlarisasi Kajian Hasil Analisis dan Evaluasi 
Undang-Undang yang sudah dihikxikan o!ch Pusat Panlak UU

Waktu dan 
Media 

CoachingCatatan CoachingPenyelesaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output Kegiatan Terhadap 
Pcmecahan Isu

K'eterkaitan Substanfsi Mata 
Pelatihan

Kontribusi terhadap 'I'usi 
organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

3) Kegiatan 3 : Melakukan sinkronisasi NA dan RUU yang akan disusun 
dengan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang idah dilstUukan olch 
Pusat Panlak UU.

Waktu dan 
Media 

CoachingCatatan CoachingPenyelesaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output Kegiatan Terhadap 
Pemecalian Isu

(ft Cc,'' f'
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, Kcterkaitan Subsiansi Mata 
Pelalihan

Kontribusi torhadap Tusi 
organisasi

(■Uc/i p.

PcnRuatan Nilai Organisasi

4) Kegiatan 4 : Mclakukan inventarisasi lerhadap Hasil Kajian Analisis dan 
Evalunsi Undang-Undang yang dapat digunakan sebagai salah satu 
rcfcrensi Peyusunan NA dan RUU.

1
Penyelesaian Kegiatan Catalan Coaching Media

Coaching

Tahapan Kegiatan

1
Output Kegiatan Tcrhadap
Pemccahaii Isu

'p v-

i4i In u
Kcterkaitan Substansi Mala
Pclatihan

p<»0<5<'rrr'7trt ‘v . T| 1
Kontribusi tcrhadap Tusi
organisasi (j (, J

\ e, /'■c-yrr/l r, V

-\ -

Penguataii Nilai Organisasi

...................... ....
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5) Kegiatan 5 : Mcmberikan List. Duftar Hasi! Kajian Evaluasi dan Anulisis 
UU yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam 
penyusunan NA dan RUU Iccpada masing-masing Tim Penyusun NA dan 
RUU

Penyelesaian Kegiatan Catalan Coaching
Waktu

dan
Media

Coaching

Tfihapaji Kegiatan

Output Kegiatan Tcrhadap
Pemccahan Isu

/

KclcrUaitan Substaiisi
Mata Pclatihan

/Ys
Kontribusi tcrhadap Tuai 
orgajiisasi

^-1 ^

Pciiguatan Nilai Organisasi

iS
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LAMPIRAN
KEGIATAN 1



Lampiran 4 : Bukti-Bukti Pendukung Kegiatan

1. Kegiatan 1

a. Notulensi hasil konsultasi dengan Kapus 

iq-

NOTULENSI DISKUSI

Harijtanggal : Senin, 28 Mei 2018
Pukul : 08.00 WIB s.d. 09.00 WIB
Tcmpat : Ruang Rapat Kapus PUU
Peserta : Kapus PUU (Dr. Inosentius Samsul. S.H., M.Hum), Para

Korbid Perancang UU serta Mentor Aktualisasi 
(Mardisontori, S.Ag., LL.M., Akhmad Aulawi, S.H., M.H., 
Najib Ibrahim, S.Ag., M.H, Chairul Umam, S.H., M.H., 
dan Zaqiu Rahman, S.H., M.H.)

POKOK'POKOK PBMBICARAAN
1. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi harus dikerjakan secara objektif dan 

dalam rangka untuk pengembangan pribadi dan pengembangan 
lembaga;

2. Uraikan tahapan pembentukan undang-undang dalam laporan.
3. Tugas dan Fungsi dan masing-masing Pusat di Badan Keahlian DPR 

Rl harus diuraikan karena tema dari Rancangan Aktualisasi berkaitan 
dengan Pusat lain (Pusat Panlak UU) tidak hanya Pusat PUU;

4. Pcmanfaatan hasil output Pusat Panlak UU yaitu Hasil Kajian Analisis 
dan Evaluasi UU dalam penyusunan NA dapai dilakukan sccara 
individu (pelibatan Perancang UU dalam kegiatan pemantauan UU 
yang dilakukan oleh Pusat Panlak UU) rnaupun melalui institusional 
(melihat dokumen);

5. Pengetahuan dan sumberdaya yang ada di Badan Keahlian DPR Rl 
untuk mcngoptimalkan penyusunan NA;

6. Can tahu mengenai dasar hukum pelibatan pusat lain di Badan 
Keahlian DPR Rl dalam penyusunan NA;

7. Kegiatan apapun yang ada di Badan Keahlian DPR Rl bertujuan untuk 
mendukung 3 (tiga) fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, anggaran dan 
pengawasan.

111’uge
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b. SOP Penyusunan NA dan RUU

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
OEWAN PERWAKILAN RAKYAT RERUBUK INDONESIA

NOMOR3QP 
TGL I’LMUUAIAN 
TGI. HEViSf 
TOL crcKTir 
[>SA)IKAN OlFH

NAMA SOI-

iy.A.-'iij/' >;t rM'IT< i<;/?/?oir,

PuMt PorsncAngan 
Arig.yfvlftno

I> Sn.Mffcim
SIP -'XvjXu; |'X/>JU I oo;

PENYUSUNAN NAS«Q&H AKADEMIK 
RANCANGAN UN DANC-CrNOANG

MSAR HUKUM:_____________________ ____ ^.KljALtFIKASl P_ELAKSMA^------------- ------- . .
"i Unannq UndioQ Nomw t? Tnh.r TO" taln'm PmiacrliKUi Moiolufan t W(|Tllhtl_l «i .'miJ«Kui t|„

Pcfutvlonp UMAPflnn 2 PcnyumPAP N»va'’ A'i««'t„.
? (iPO«n6-Und«.>3 Nome- I7 Tah^r 2014 temnog Ma.elis I'niniiVirA«w-v. , porl.,lJW,wl HB,.;jgan UnJaou UfvWM

FU*y«; P^vuK u>n DffVfar Dacfoh Cm CW»n
p,ifwakiW\ R/*ya1 Door ah ^MgdimArfl sa*ah (kjMh Hoddf^-

Niyno' 42 20<4 IsnUntg I'enjW'h^n aln> Unatmg-U’idang
Nc^ '■ TaP'ji ?0U lenlarg M-v1''- Pormusy.TaAffllan Rak>ol 0^/ai 
I'arwai.lnn R.»y*I rVura-n IVoaaliUn D.wtii-i, rlin Hor*.Yula«
RAiya: Daa-ah

3 Pwu^vaa- Pieyatn ftaouWfc hdcKSnj No-rw lu'xjfi 231b wriang 
Sul'foi.WM' JwKjwai rtan fl»lAn Koah' an D«wan Perwakusn Ra»y« Gec>/y«>
Iridoneiia

4 pY^Ouw- Oa-aw Pu'«ftsbip Rakyn! Kopub^k bkjoneua Homo' t Tbhi/i
W.A ’c't.Y'j Tn;a TcI.t sorvi^i -.a-'i iwa-' Jo-y*' Pera'u'O-' Dflwap
Porwak^lan R»|i>«l RtpublA VntonOMft Nbmot 3 Tnfijfi ?0Ui icnlung 
°iTTi4Ti,tfrar alAt Pe'elu'4n Dtr^a/i l'v<vta>ifiip N«Ay4t R«.*u>M>li bvJorvnw 
NonvY ' Tarn/' 2014 lantanj Tata Tc^lb

5 I’futrut.Y' SekfOtans Jo<Khpro; Oo«an Paownnon RakyM RapkiSA Indorwn*
Ntyno1 H Tral.:-’ ?011> 'tYtUmp 0-CJni»Av cUY> Inwi KtKja S»kiBl»'iP« J«/v3ora' 
ja, BMan KcahutiM Dowaii P'i>wa»il»' Rakyat HffpuW'k li>au<>ON«
»«»5BinkBria t»Wi auMi rtonoan P«iib4in S*kmiaf» >nU»» Oiraan 
Porwak iar> R»yaT M«oul»» bNtovn^ Nomor 2 TaPjti ?Qift .

1

■ OiKia'' KoatViHA niNI Rt

PcrjMtf^a- o:a» Pe.-atuan Sbi'cts''* Jc’kJcio; Owin PwAnk or Rakyut 
ReP'.W'i- iiiau'wt.a Nonor 0 TaNun 201'. WrtartQ Otnaniiov rtjn rtrto ««>(«
Sek/etwat Jfr-av» t:*-. KcaMian D»*0'' Pcrw»«Ha,T Rnkynl HcpcAitk

ItE^^n-Af^ •■»!r;A:-i7;:.-Trgs>ia»e^^i*Eff^V^Wt*«5ShMaatirPgfWATM*?AwyS* 
A»-> Ak»i«T»k am Rancanrtan IPwanfj-Unonnri t Nti'.i il.'.iv'i-nl..i'f.Sl/pPcrio-Nuk*! T.m Navksb AkaMryk am Rancanoan UfWano-Unonnri 

Atui Potn-.r.uu*' All! K*lor^M»o 0*w»n PBiwakitan Rakynt l)»?^ik 
In^o-Mis .1

i SOP PiH-’ju iip.iki"> f>alii Pon,j»>jr«m HaWBh Ak«0*m>k. dan flaneAngan 
Undang-iynJang

3 SOP Oitkuii Pakot/Nwttsurnbci tJo'ufn Pwi/uwnjii Naskao AXaOamn a.m 
Rimcangan U-xlang-Undang

4 SOP PonoofcumonlMian Hacl Karx________

Pi-»ik>aM Uw-.ar>»M.a (u«iib alas (wlak«ryuin aktivUao yang lolah a'ldopkon Divmpan Mt>.i>i ana cE«

•-I yviSiiy
7 Kf;np.«!M<;Yi.-iri'-f.vvi/ini»
3 Ja'ram rt”ni'1
4 O.ku K'rV.il t-irfliyunnan looii itilom ponyuiijnan NMkati AAdiOiti*. dan 

Ha'KBT.gantJnMng Undortg
•j Pc'u'.u'un t«-unoang-ur<3ar3«i Iptkart pcoyuuman Nask.m Alviclnr* dan 

Ranfjinj.n Utw»n(j.ilr.d»i*g

EACXTATAN OANJ^SitOAt

Krcala

0 Hi-ki'in’a lY/Y^in dan Kcdaa
I Badan Koahl^m DPR Rl (BKOi

unl.A monyusun Naakah Akadamik
(NA) dan Ranciiogivi Undar^ 
Unearg(RUU)

e MoikJoavkOfi Koli.a Ian iPftA 
rnc.akMna’nn |Kk.yukl««an AdW 
Klaidi/hytcntana katjs1"! pcnyu- 
suranNAoan ttUlJ j

I a |*rgiv:a»V— rapat danjan i 
' imooKBiiti I
I 1) MoakiAonlVAdsloaning
I 2) McncniiAon hdi» sclMjdiiky
! lencpna keg^ian_____

kSpaa'T '; I Katubbag
Puaat

' k*l«r>9- 
kapan
A^ak^n

Oi»pd».s;

oklromk

MutuBaku t*

0u(pOtkiJ; .;0,.

PtmtK*'Sukftn lin
ditiaa: SOP leracndn

Diwoitv

►TO. Mar

84



S8

uuoUai urwCuoiu
tnlLT' C'Mf'lOICrS UOU
f mTO« jrnco^P i/erivep ciep
iiCinduinSuw} mi»S uBjftJei ur>v>Auouj Hixjun BAinRiOifte uou
I ni<(Ui« laivniyp
U|)l| UAISP UUit> uepfsunfti«d CiniaS (tncQ
uBii«Kis<Oua,j aOS^
>MLf S )tuj‘t^aui UUifttUOli HBl'p IftMOSp 0<t
tflpp uBirxliunlkiUd l»J»0
ucinduaiSuod dOS1 uiN C -^Biep airit c leturoteui irto<i ujv|«rp
u.tic ■■I'ld.ii'fhia,) I xvji.'Ki^mN

V-

I tUMU
m*odti(j! oe

vuou
0?

ucjodti

nnu >B/p i*«i*p
unsnAuaui ucp VN dotuo'l W -srw'uuu lui 4

uojodoi eutijeusn •
fWd

tttind ciudJM Bpvd»>i W>p i«ind UflSuM UJJOdC) UUiiaKAbttAiMit P

iumwp i.Bp CiO>t .uo[cp (IPM LiCp VN ycimnXuod ejop
uairx]urt)u«3 xitjoitn tXKrvUMw 3

., indniomwA i .e^
- nnd
W«’d(U.
BWjntSH.

XQIU
•W3T

uiavn^oxH

,a'inut> >a>p BWH iut!*P nnu UBP VN lanrtKrUuntl
■HO uoindua'ipuad uv^rr^u.an f]

iwiii'il II tililTiinr II1 il l I L
QMQ

•FKtoM

lafiutiNaM
roftarunntuvn(Bi»d

‘■‘J

t (■.
r^yir

rfOS> I*N ► “«'[■*
le^ F IcuiK^ou UBH»UI>T(Bfp -«mrt>0

4\
veiotex 0mNvKitoM'n i

urwi^v
< jwpaux

4uH~ *■■ unp \ti
rmottvQ. ______

ub;*iCaii ewBXMlI ■ rmrpItSS mu-ii VN *««unO OW!»n,| 
'•"WuBv r ticodvo

umtaH •U«9U«H imgiii itrtmus 
■awMiQ tM aj-

'WMiMnani ewainiB»W«»X

wOoiiawv.T

mu i*p VN
•yrtoXuoa iirvsj
uOfHKICl 'nw*,P ...UW'WW •. *

uvnnSoH iM03i>3H.','*jun«pu'uM>
ifWl iwi tXV»0lK»n 4 I

oj? xntvxKU
/Mnpsi/3$ •XK'i 'jBp w *J-oro
latt-i; mrv-lCu P ?

nnj
utitiOa'i ruKui» «wi
UBP VN atixon uaxi*')v;><u*u' uKf! i.svKviuiKavdu.an ^ 1

V.v o-W-t» l/ni'A/W)
I nnu 1 KUSOal IVKAT. uVUOtl

UOIABIOI um jwi'ir. xmnvm u«nn!Ui«nJBV ijryuq LCf«)wnCuJ0 i.-9V,'ff®W

VN CSC'TPVJ i^itnAoHV (t nnu
, iiwn»i uwiun
I uaifwiw i»r iiB'Vt (2
1 v«r|ti«rids'i

uudCd u«indar£uM uovnvSW U ipvon wi u'voy i-B«oC';«jcvj VN u?■(vt'^Auod mnV'&M tMm.ejAV'WV-'' “«'l ■uNjauaw

UU'd1
-PoiKMI uv&ioa-Ki,^ ncflsx »e«d** i»:nC#« irtipaiaj wnsoif2» XJ-; w«t«*1;<lJ*-l>W

... .:t, :u

' ;IW|«^5.... •' ■:■- ; ,,v* : II



u WovW'Jo'-Jin iae»‘
muiu<i'JWa<'''pri>«0 NA 

t r.-jfuil oitiuh rioi^yusun
keiitogto cu>W' rtf.t'i HUU
1) Wiht.n
2i Mef>8»r'»ini»Uil'>a>i 
3t MofurrusVon wa*n;»4 8*t«rl 

si!\lonv>i«j RUU
c Mcny.vt'poiHaf'i KwmigkB Ooirnl

I’Mpnvjuku RUU »i>rt»Oa KopaU 
PuMt PUU

a Monc'iir* fce-ar^ta
a slQiTat^U RUU

b Mcrroori matuxan IwnatUp
hur.>rv;kj ua»<v era' HUU 

c Meok>9iiwun Katua Tm unJuK 
rtfirfl HUU

a-Minpw3iik«'i -nr/It ufiti>
mcfumuUan arul HUU sesiiV 
mavAan Kopalo P.ivit PUU 

b fMrrf'^a pcMO^ax karsep NA 
dn't HUU ■.t'padn K«D»’a PuUt 
PUU

e ?Jnrr,afr&a ‘.^n «lv; 'i»irnc'us(nta 
Ckan Kcnaap NA Oil’' RUU kapiKlii 
Kcpala Ratal PUU

KatannsiA

Riipul UliiKutan <}vnQan
(iixiilMt-faii t'Kjat
kock'Ktn ano^nla

Palakunt MutuBaku

Kaglaun KaaubMOKep^a!;Ket»ala KeMPQ
kapan

OutputWakUTUPutatPuaa) KetuaTlm ! TUBK
LSlSlM R Ki'jintDisposiH

b Kenwp
1 ban

c Kerangka

dial RUU

man (I
GO OtpOM

nvnrt
K(»fon^1

drat RUU

n Kogiaion 
b Btttan 

Pieson. 
lASi 
Konsep 
NAiUin 
RUU

Oitpovi:

2 rum

Ritpal <Wo*u>ruikan 
Osngon pofituyin 
t'jont kopada anv 
gota ii'T>, 12 ni'i
Mit'Tjiapt.an 
pfosaniav koPMip
NA dan kUU. 2 bar 
Krviviti NA nan KUU 
divtimpntkan moialui 
goal I kopnda Kupola 
Putat PUU 
Pruioniaai Oiiakjana- 
kan t hari
Oniiiin tiol KacKdirut- 

Jor ^OJIpS ■x**'

KaebMan

PaWcMRa'

Kgpala i 
BKD 1

Kepal
Puts!
PUU

lala j , KlbM TXasubbag -
tai : KotuaTlm i V,.^ . TU P«mi • .1 ‘ ■ • TUBK y puUi r^w

Mutu Baku

Kalang WaMu

1V ' Mananina konipp NA don RUU yang
(Oltfi (tpigvwrtaaiUK'
a apabiia odJ Korekfi kenagp NA 

4an RUU dikcirbaiikan kepgdfl 
Keliirt Titr

b N'Ot>i'a iKlaH <Kb) kt-rokii kuntep 
NA San RUU d>iidik(>n bntiiui 

! uiiIiA nujiakukivi uji kinvii NA 
dan RUU

’ a Mangadakan f*ar vrtiik
mei'nbabaa konaop NA don RUU 
Uml.-iMPkan KorgKk dan K«*la 

I Pliant PUU
O Mwiyarrgjaikon korwpp NA dan 

RUU ruuii koroksi kopado Kcpulo 
Pvoal PUU

’^onifl*tV«f> liO uflti* mgiakvikBri iiji
konaap NA dsn KUU

12

14 0 u|t konaap NA den RUU

Konsaa
NA
dan RUU

Konjgp
NA
dun KUU

Milxiga ketua bm 
(vukontHW oWi kolua 
tim f|iOiunpi%i Koof 
dmaltx Bidorv}

so Konvop NA 
morn don RUU

Kan top NA 
dan RUU

Koniap
NA
dan KUU

' 20 
1 merit

IS Oacobai 
' manii

Rapnt dfinkumnum 
maksi'nul 2 '<an 
Dala-n Kal Koc/dmalor 
Dtdang bukan tobagat 

I k«(ua imx pombabatan 
1 ddairprvji KootOmaloi 
fWanj

Oitpouki 6 ban nKootatan 'n 3 tu»> ig< korewp NA 
b Uanon dim RUU ke doondi 

Pnrsema- ds" 3 nun igi ronsui 
ki kOOMp NA dan RUU <i datum
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Now.I KegUtsn

Pelik&aru MutuBaku_________
I • 'j ■ ’ -ii . -j

9' W«KlU;|i Ow(jwl'5j jV IW 1BKD mill
Kabog 
TU BK

■ b MongwMKun rapot unluk
! mem&*na* konwp na dan RUU 
1 boroasanun ha»ii up

I c MonyinpKan bcrfvii p*avonta»i 
kontos NA dan RUU unluk Kepiiia 
OK yor^ ok an diiampaika'i kopaoa 
A^at Kolonskopun OPR (AKD; ala-j 
Ang-jorfl DPR

a Monyampaikan Ba-ar cretwkasi 
konscp NA don KUU kOpOU 
Kcpnin PuiO! PUU

0 Mom;vRMtttl.iMlu«i ►imiup NA don 
RUU kope-lo Kopdn HK 

b Mon/orppaikan kor.sop NA Hon 
KUU nas:i pfweniail kopada 
KcpoiaHK

?f«n

20
moAit

Bohan
Piosonlooi
konwp
NA don 
RUU

KonMp NA 
dan RUU

koio 'U non)
Sosuoi dongon 
SOP U;i Kon&op 
NA 3on RUU 
Uji Konvip NA 
dan RUU dopoi
(VIAkxMin melalu 
seniirw workshop 
ikokakorya. Al«i 
PRD

0 Ropal iMuk mom 
Mnos konsop NA 
don RUU ditaksono-
kOM 7 MX I

C Penyiapon bnhan 
pfovjnjav driaksana 
kon 2 hwi

d Konsap NA dv RUU 
disompoikon melolui 
titnaai kapadw Kepola 
Puui PUU

PfosorMasi dilaksana 
kan 1 hot)
PteM-mati oWi KepAia 
PuJjl PUU ddorrpngi 
KtukUrmim BKlanc) iJiw 
ntmi Kulua Tim

N8
i

KogialonM: im':
•

Menenmo «iv>inp NA cinn RUli ynng 
leloti dpresenlas'kan
a apoto'a drill koroki. konsoo NA 

dan KUU diktantuiliknn kapoda 
Knpiiln Piiuii PUU iX’liw
dttcfUskHn kwtmcJa lim 

b wpabi B hdak oda wmpkv konsi-f. 
NA don RUU disanipakon kepudit 
AKO aSauAiiggoia OPR 

(. Mamijokkan Kabaj TU OK jrtuk 
mu'libuol VI-'ol ptrnyuinpn dii NA 

I dan KUU kt-fmcii Pmoiiuu) AKD
! BlnuArigomrtDPR 1

'a Manicual pan>«np}iifin NA 
don RUU yang d'tJlnkor kopodn ' 

1 Pimp.nan AXO alau ArggaloOPR
b Mtii.it-akviM pe'dkwaion lugos

don brdiik iiifi,ul mx-iI pcnyam 
pnur NA O.in RUU inn Piinptiiaii , 
AKD alOw AngjgDtu DPR kupodo 
KopAO BKD

* a Alas pcnniMoon AKO otou Angina 
OPR rna*iorei«n;3ii«an NA dan 
RUU KwJoJa AKO el-3U AngyTn 
OPR 0id«m(>:n(ji Kiipalii iSjsUl 
PUU Koofiiiwlor HiiUing iton Iwn 

b. MonorVra masukon da*i tanggapan 
dan AKD otau Ariggota OPR 
lerhDiiap NA dan RUU yang teloh

, dipruwliuikor
I U aoab'a ado T.iuik.m dan 
1 lanagapan N<^ iWi RUU

ToasBir

Kepala
BKD

lonk

Kapalo
Pusat
PUU

KatuaTim Kabag 
TU BK

.Kaaubbag 
TU Puaat 

PUU

—p—■■ “ I ■--'■■II- — I' n .— .'m. lM . 'fStlLlikiHL'iffl
; - Mirtu Baku - •isv:5-j

.. —p--.i
>U1ana- ! uj.ktt, /V/inu**'-!

Konsop 
NA dan 
RUU

1 non D'kpowv

-1- DiiCdSi&i 1 nan Surat TenbuMn disarnpa'kAn 
Kopado
1 Sokiola'is Junes oral 

DPR
7 Kspain PwiMl PUU

k

Suiav
Porrmnw

a Proton 
lav

b Mosuknn OPR 
C DiSpOMI

SatuOi oangan parrwi- 
laan AKO aiaj -Vigpoiu
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KegiaUn

wo-' Kopaia
QKO

2) ApaMU iKlUk (MM '"ObU^IMI (Jiin 
jaryj^Apan NA oon KUU 
4isw«hk»i ktoaSa AKO fiiau 
An|X)C<a OPR

e MowjaasAan Kopals Pumi PUU 
iiniK« tTMKiyomponav.'M' NA can 
RllLi_______

Morc'ir'ia mcnujja»kn'i Ketuo T m 
unluk r^laVukBM fc<nl'erTf»>-r%vir, NA 
iMi RIJU Oe>(k»a'k<in riaMikan Jan 
lonOijunw' AKO otcm Anyijo'j DPH

O MO'Mjadi'ka.'i Mpal urJiX m«oyem- 
[XiTUikjii NA rtnn UUU ie»uO> 
dcTOir’ rntrw,v,i(> c.v Uiripoapan 
Jan AKD olrxi AnggniH (IPH

b Uonyampaika.n NA dan RUU rmi*I 
fonyompumaan k«-p>i3a Kapoij 
haa: PlUJ

a Monenmo NA iMn RUU 
panyencwnaan

6 Msroijasknn Kasjbbny TU P-jsa- 
i'UU untuk mom&uat »urni 
ponyjTipown NA Jan RUU bflPtl 
[Mmyo'nptMnnan kcpaJa Konaia 
OKD

a W^Oua! M«ai punyafTOOiun NA 
dun HIJIJ Miu wnyempu-naan 
kcojJa Kopaia UKU

Q Marryampaikoo___gufai kupaoa

Kepttla
BKD

■ m.....

kepala
Puaai
PUU

Palakaarta MuW Baku'-’/.-.iivy

»rf* I toS 1^ I “SS' j
: KaMransw'^'

fir

i

Otpowp IS OapMifc
•non it

Oifpwiv ' 3 ban

NA<un IS
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c. Notulensi hasil koordinasi dengan Korbid Perancang Ekuinbang

AC

Notulensi Hasil Kordinasi Dengan Korbid Perancang Ekuinbang

Hari.tanggal : Senin, 28 Mei 2018
Tempat : Ruang Perancang UU Bidang Ekuinbang

DAFTAR NA DAN RUU YANG DISUSUN

No. Bidang NA/RUU Nama Ketua Tim
Penyusun

1. Ekuinbang RUU Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah

Wiwin Sri Haryani,
S.H,, M.H.

2. RUU Energi Baru dan
Terbarukan

Arif Usman, S.H.,
M.H

3. RUU Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Zaqiu Rahman,
S.H., M.H.

1 [Page
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d. Notulensi hasil koordinasi dengan Korbid Perancang Polhukham

Notulensi Hasil Kordinasi Dengan Korbid Perancang Polhukham

Hari.tanggal : Rabu, 30 Mei 2018
Tempat : Ruang Perancang UU Bidang Polhukham

DAFTAR NA DAN RUU YANG DISUSUN

No. Bidang NA/RUU Nama Ketua Tim

Penyusun

1. Polhukham RUU Penyadapan Teguh Nirmala Yekti, 
S.H., M.H.

2. RUU Siber Yudarana Sukamo 
Putra, S.H., LLM.

3. RUU MPR DPR dan DPD Mardisantori, S. Ag., 
LL.M.

1 1 P a e c
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e. Notulensi hasil koordinasi dengan Korbid Perancang Kesra

ie

Notulensi Hasil Kordinasi Dengan Korbid Perancang Kesra

Hari.tanggal : Karais, 31 Mei2018
Tempat : Ruang Rapat Kapus PUU

DAFTAR NA DAN RUU YANG DISUSUN

No. Bidang NA/RUU Kama Ketua Tim
Penyusun

1. Kesra RUU Permusikan Sali Susiana,
S.Sos., M.Si.

2. RUU Pendidikan
Keagamaan

M. Najib Ibrahim,
S.Ag., M.H.

3. RUU Guru Bagus Prasetyo,
S.H., M.H.

4. RUU Dosen M, Najib Ibrahim,
S.Ag., M.n.

5. RUU Perubahan UU
Penanggulangan

Bencana

Atiaa Praharini,
S.H., M.H.

1 11‘ a g e
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f. Daftar NA dan RUU yang disusun {Output Kegiatan 1)

ir

OUTPUT KEGIATAN 1

DAFTAR Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU)

(yang sedang disusun oleh Pusat Perancungan Undang-Undang Badan
Keahlian DPR RI)

No. Bidang NA/RUU

1. Polhukham RUU Penyadapan

2. RUU Siber

3. RUU MPR DPR dan DPD

4. Ekuinbang RUU Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah

5. RUU Encrgi Baru dan Terbarukan

6. RUU Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

7. Kesra RUU Pcrmusikan

8. RUU Pendidikan Keagamaan

9. RUU Guru

10.

nr
RUU Dcjsen

RUU Perubahan UU
Penanggulangan Bencana
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LAMPIRAN 

KEGIATAN 2



2. Kegiatan 2
a. Nota Dinas

3.Q

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021} 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN: www.cipr.go.id

NOTA DINAS
Nomor i Jyq /PU/VJ/2018

Kepada Yth. : Kepala Pusat Pemantauan & Pelaksanaan UU
Dari ; Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang

Perihal : Habituasi CPNS

Dalam rangka habituasi Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan 
hormat kami sampaikan bahwa salah satu (iPNS yang ada di lingkungan 
Pusat Perancangan Undang-Undang akan melakukan diskusi dengan 
Kepala Pusat Panlak UU dan Analis Hukum Puspanlak UU. Adapun 
CPNS yang akan melakukan habituasi adalah Sdri. Dahlia Andriani, S.H,

Sehubungan dengan itu, mohon bantuan Saudara agar CPNS 
dimaksud dapat melakukan:
1. Diskusi dengan Kepala Pusat Panlak UU dan Analis Hukum 

Puspanlak UU terkait dengan kegiatan penyusunan NA dan RUU yang 
kurang memanfaatkan hasil kajian analisa dan evaluasi UU Puspanlak 
sebagai salah satu referensi.

2. Menginventarisasi dan mendapatkan daftar kajian analisis dan 
evaluasi UU yang telah dilakukan oleh Puspanlak UU.

Besar harapan kami agar Saudara dapat membantu kegiatan 
dimaksud.

Demikian kami sampaikan. atas perhatian dan kerjasamanya, 
diucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Juni 2018

Dr (nosentiu
NIP.19650

>amsuL S.H.. M.Huni.
^10 199003 1 007

Tembusan Yth.;
1. Kepala Badan Keahlian DPRRl;
2. Sdri. Dahlia Andriani, S.H.
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b. Notulensi dengan Pusat Panlak UU

1 to-

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021} 5715349 FAX. (021} 5715423 / 5715295 

WEBSITE : www.dpr.go.id

Laporan Siugkat

DISKUSI RANCANGAN AKTUALISASI CPNS PUSAT PUU, 
DAHLIA ANDRIANI, S.H. DAN REALISASINYA

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Hari/tanggal
Pukul
Tempat

Ketua Rapat 
Notulen Rapat 
Acara

Jum at, 29 Jt;ni 2018 
15.00 WIB s.cl. 16.10 WIB
Ruang Rapat Kepala Pusal Pemantauan Pelaksanaan UU 
Lantai VI, Ged. Selcrctariat Jcndcral dan Badan Keahlian DPR 
RI
Rudi Rochmansyah, S.H., M.H 
Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.
Pelaksanaan Rancangan Aktualisasi Dalilia Andriani, S.H., 
CPNS Peruncang Undang-Undang

I. PENDAHULUAN
Kelua Rapat mcmbuka rapat pada pukul 15.00 WIB

II. PEMBAHASAN
1. Kapus Panlak membuka diskusi dengan CPNS PUU
2. CPNS PUU menjelasktm latar bclakang pcngajuan rancangan 

aklualisasinya yang bcijudul "Periyusunan Naskah Akademik dan 
Rancangan Umlang-Undang yang Kurang Memanfaatkan Hasil 
"Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang" oleh Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sebagai Salah Satu 
Rcferensi' yaiig mana dalam pcnyusunan NA dan RUU tcntang 
Pendidikan Keagamaan, tidak mengetaluii bahwa Puspanlak telah 
melakukan pemantauan pelaksanaan UU Sisdilcnas yang dapat 
dijadikan salali satu bahan dalam pcnyusumin RUU tersebut.

3. Diskusi yang dilakukan dalam rangka menjawab pertanyaan ;
• Bagaimana mekanismc pcmilihcm Undang-Undang yang akan 

dilalaikan pemantauan?
• Bagaimana mekanismc pcncboran hasil output PuspanlaJc 

(khususnya hasil Kajiair, Analisis dan Evaluasi Undang- 
Undang)?

• Apakah dalam SOP PUspanlaJt ada yang berkaiton dengan 
Pusat lain di Badan Keahlian?
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5.

• Bagaimana pendapat Kepala Puspanlal< tcrkait dengan cara 
uiituk memaksimalkan pemanfaatan output Pusai-Pusat di 
Badan Kcahlian?

4. Masukan dari Kapus berupa perubahan pada judul aehingga 
berbunyi "Penyusunan Naskah Akademih dan Rancangan Undang- 
Undang yang Kurang Memanfaatkan Hasil "Kajian, Analisis dan 
Evaluasi Undang-Undang" oleh Pusat Pemantauan Petalcsanaan 
Undang-Undang Sehegai—Sakth—Saiu—Roforonsi' agar Udult 
menimbulkan banyak pertanyaan dari penguji.
Mekanisme pemilihiin Undang-Undang untuk pemantauan 
dilakukan dengan memperhatikan long list prolegnas, puLusan dari 
pengiijian UU di Mahkamah Konstilusi dan kebutuhan hukum 
daJam masyarakat. Penjaisunan Prolegnas dilakukan dimnna dalam 
list tersebut bclum ada NA maupun RUU-nya, Idealnya penyusunan 
list prolegnas harus ada hasil evaluasi terhadap UU rerlebih dahulu, 
namun bclum adanya taliap cvalusasi dalam siklus penibentukan 
Undang-Undang menjadikan Dewan belum memberikan perhatian 
yang cukup terhadap pemantauan pclaksanaan Undang-Undjuig, 
sehingga Dewan lebih berfokus pada penyusunan NA dan RUU dan 
fungsi pemantauan pclaksanaan UU menjadi belum maksimal. 
Dalam RUU Perubfthan sehariisnya rnengacu pada hasil 
pemantauan yang kalau belum ada pemantauan, dari mana NA 
tersebut berasal. Belum tnasulcnyo EVALUASI daltun siklus Undarig- 
Undang menjadikan hasil evaluasi UU yang ada belum 
termanfantkan seaun maksimal, Fungsi Evaluasi UU adalah untuk 
Prolegnas dan sebagai review terhadap UU yang dipantau.
Menjawab pertanyaan kedua dan ketiga, dapat dilanyakan lebih 
lanjut kepada koordinator pemantauan pclaksanaan Undang- 
Undang.

7. Cara meningkatkan pemanfaaton output Puspanlak adalah dengan 
memasukkan tahap evaluasi dalam siklus undang-undang. Selain 
itu. kumulatif terbuka baru ditujukan untuk UU APBN dan 
ratifikasi, lidak ada aldbai putusan MK. Apabila UU Yang diputus 
MK dapat dimasukltan dalam mekanisme kumulatif terbuka, mnka 
ini berpotensi untuk meningkatkan produktifitas kineija legislasi 
DewaJi. Dewan yang tidak matt me-review hasil putusan MK, 
ternyata berakibat merembet dan menimbulkan masalah. 
Mekanisme inilali yang diraalcsud sebagai rnekcinisme Short Cut 
yang diusulkati oleh Kapus Panlal<. Output Puspanlak yang berupa 
Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang dan Hasil Evaluasi 
UU berdasarkan Putusan MK ditujukan untuk mcndulcung fungsi 
pengawasan dan peretneangan Undang-Undang. Beberapa output 
Puspanlal< sudah terpakai daJajn perancangan UU, seperti hasil 
pemantauan UU Kehutanan, UU Penonggulangan Bcncana dan lain 
sebagainya.

8. Penyebaran output Puspanlalt dapat dilihat dan dialcses di website 
Puspanlak dati juga disampaikan kepada AKD, Pusat-Pusat di

6.
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Badan Keahlian, Sekjen dan lainnya. Tentu saja tidak bisa kalau 
hast! kerja/output disampaikan kepada orang-perorang di Sclqen 
dan BK DPR RI. karena keterbatasan jumlah cetakan dan juga 
anggaran di setiap Badan mengingat jumlah personil Pusat anggaran 
ssya sudah mencapai 30an orang lebih, belum Pusat dan Bagian 
lainnya. Maka peran aktif perancang dan analis maupun pihak- 
pihak yang ada dal am mengumpulkan informasi menjadi hal yang 
penting mengingat sudah banyaknya kemudahan akses yang ada 
sekarang ini.

9. Evaluasi sebagai rangkaian sistem manajemen, moka evaluasi perlu 
masuk dalam manajemen pembentukan UU untuk menghasiUcan 
UU yang akuntabel dengan pengujian UU di Mahkamah Konstilusi 
yang ter-minimize.

10. BPHN sebagai pusat hukum nasional didalamnya memiliki bagian 
penyusun UU dan bagian Evaluasi UU, sehingga hasil keijanya 
dapat lebih dimanfaatkan dalam Penyusunan UU dari Pemerintah.

m. KESIMPULAN
♦ Tahap Evaluasi perlu ada dalam siklus pembentukan UU dan perlu 

adanya short cut untuk menindaldanjuti putusan MIC tcrkait 
pengujian UU

IV. PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 16.10 WiB.
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c. Daftar Pertanyaan

ic

Nama : Dahlia Andriani

NIP : 199407142018032001

Unit Keija ; Pusat Perancangan Undang-Undang

Isu Aktualisasi dalam rangka Habituasl CPNS

“Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang oleh Pusat 
Perancangan Undang-Undang yang kurang memanfaatkan Hasil Kajian 
Analisis dan Evaluasi Undang-Undang oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang sebagai Salah Satu Referensi."

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana mekanisme pemilihan undang-undang yang akan dilakukan 
pemantauan?

2. Bagaimana mekanisme penyebaran hasil output Puspanlak (khususnya 
Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang)

3. Apakah dalara SOP Pupanlak ada yang berkaitan dengan Pusat lain di 
Badan Keahlian?

4. Bagaimana pendapat Bapak Kapus Panlak terkait dengan cara untuk 
memaksimalkan pemanfaatan output pusat-pusat di badan keahlian ?
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d. SOP dan Bukti Penyebaran Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU
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Pti'giOn’irWtrs*! Uffiim - 
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE ; vmv.dpr.go.id

Nomor
Sifst
Derajat
Lampiran
Hal

Yth.

BK/09219/SET3EN-DPRRI/PM/5/2018
Panting
Segera
2 (dua) buah buku
Penyampaian Buku Kajian, Analisis dan 
Evaluasi UU.

A’b

21 Mel 2018

1. Pit SekretarlsJenderalDPRRI'^ Vi_uj)9
2. Kepala Badan Keahlian DPR RI
3. Inspektur Utama 4l V,
4. Inspektur II 

Kepala Biro Persidangan 1'^
Kepala Pusat Perancangan UU joj.
Kepala Pusat Kajian Anggaran 7t a§J '
Kepala Pusat Kajian Akuntabllltes Keuangan NegaraVl/\i 
Kepala Pusat Penelltlan -

10. Kabid Perpustakaan

JAKARTA.

Bersama Ini kami sampalkan dengan hormat2 (dua) buah buku:
1. Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Sistem Keolahragaan Nasional; dan
2. Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 

Tentang Penanganan Konfllk Sosial.

Atas perhatianya diucapkan terima kasih.

KEPALA PUSAT
PEMANTAUAtJ PELAKSANAAN UU,

NIP.196
RUDI ROC HMANSYAH. S.H.,NLH.

10213 1993021001
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"id.

PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH 
BAGIAN PANLAK UU TAHUN 2005-2015

A. Tahun 2005
1. Pemantaun UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Tahun 2006 ^
1. Pemantaun UU Pemekaran Wilayah

- UU No. 23 Tahun 2000
- UU No. 25 Tahun 2002
- UU No. 26 Tahun 2004

2. Pemantaun UU No.8 Tahun 1987 tentang Protokol.
3. Pemantaun UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anal^.

C. Tahun 2007
1. Pemantaun UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Pemantaun UU No, 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kesejahteraan SosiaL.
3. Pemantauan UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

D. Tahun 20081
1. Pemantaun UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. pemantaun UU No, 7 Tahun 1996 tentang Pangan.1
3. Pemantaun UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

E. Tahun 2009
1. Pemantaun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pemantaun UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

F. Tahun 2010.
1. Pemantauan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
2. Pemantauan UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
3. Pemantauan UU No. 22 tahun 1954 tentang Undian.

G. Tahun 2011
1. Pemantauan UU No, 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
2. Pemantauan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan karya Cetak dan 

Karya Rekam.
3. Pemantauan UU No. 16 Tahun 1664 tentang Bagi hasil Perikanan.

H. Tahun 2012

1. Pemantauan UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
2. Pemantauan UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
3. Pemantauan UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

I I
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I. TAHUN 2013.
1. Pemantauan UU No, 56/Prp/taun 1960 tentang Penetapan LuasTanah 

Pertanlan.
2. Pemantauan UU NOMOR 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
3. Pemantauan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
4. Pemantauan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

J. TAHUN 2014.
1. Pemantauan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Pemantauan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik.
3. Pemantauan UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan 

Tumbuhan.
4. Pemantauan UU Nomor4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

H. TAHUN 2015
1. Pemantauan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Sy^iah
2. Pemantauan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. \y
3. Pemantauan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Pemantauan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga.

spala Bagiar
Pemantau^ Pelak^naan UU,

DRA. T^TI SUMARTINI. M.Si
NIP. 1/631001 198803 2001
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e. Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU {output Kegiatan 2)

ie.

OUTPUT KEGIATAN 2

Daftar HasU KaJlan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang

No. Tahun Undang-Undang

1. 2005 UU No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen

2. 2006 UU Pemerkaran Wilayah
• UU No. 23 Tahun 2000
- UU No. 25 Tahun 2002
- UU No. 26 Tahun 2004

3. UU No. 8 Tahun 1987 tentang
Protokol

4. UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

5. 2007 UU No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasiaan

6. UU No. 6 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial

7. UU No. 10 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera

8. 2008 UU No. 12 Tahun 1995 tentang
Permasyarakatan

9. UU No. 7 Tahun 1996 tentang
Pangan

10. UU No. 15 Tahun 1997 tentang
Keimigrasian
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11. 2009 UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

12. UU No. 13 Tahun 1998 tentang 
Kesejahteraan Lanjut Usia

13. 2010 UU No. 4 Tahun 1997 tentang 
Penyandang Cacat

14. UU No. 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian

15. UU No. 22 Tahun 1954 tentang
Undian

16. 2011 UU No. 9 Tahun 1961 tentang 
Pengumpulan Uang atau Barang

17. UU No. 4 Tahun 1990 tentang 
Serah Simpan Karya Cetak dan 
Kaya Rekam

18. UU No. 16 Tahun 1964 tentang 
Bagi Hasil Pehkanan

19. 2012 UU No. 12 Tahun 1992 tentang 
Sistem Budidaya Tanaman

20. UU No. 2 Tahun 1981 tentang 
Metrologi Legal

21. UU No. 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan

22. 2013 UU No. 66/Prp/Tahun 1960
tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian

23. UU No. 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air

24. UU No. 20 Tahun 2008 tentang
UMKM
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25. UU No. 10 Tahun 2009 tentang 
Keparawisataan

26, 2014 UU No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

27. UU No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

28. UU No. 16 Tahun 1992 tentang 
Karantina Hewan, Ikan, dan
Tumbuhan

29. UU No. 4 Tahun 1984 tentang 
Wabah Penyakit Menular

30. 2015 UU No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah

31. UU No. 45 tentang 2009 tentang 
Narkotika

32. UU No. 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga

33. 2016 UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan

34. UU No. Tahun 27 Tahun 2007
Tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 
Sebagaimana Diubah Dengan UU
No. 1 tahun 2014

35. UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Kctenagakerjaan

36. UU No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

37. 2017 UU No. 20 Tahun 2004 tentang
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Sistem Pendidikan Nasional
38. UU No. 24 tentang 2007 tentang

Penanggulangan BencEina
39. UU No. 3 Tahun 2005 Sistem

Keolahragaan Nasional
40. UU No. 7 Tahun 2012 tentang 

Penanganan Konflik SosiaJ
41. 2018 UU No. 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial

42. UU No. 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan
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3. Kegiatan 3

a. Daftar UU yang berkaitan dengan NA dan RUU yang sedang disusun

DAFTAR UU YANG TERKAIT DENGAN NA DAN RUU YANG DISUSUN

No. Bidang NA/RUU UU yang terkait

1. Polhukham RUU Penyadapan 1) UU No. 5 Tahun 1997 
tentang Psikotropika;

2) UU No. 31 Tahun
1999 tentang
Pemberantasan 
Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan 
UU No. 20 Tahun
2001 tentang 
Perubahan atas UU 
No. 31 Tahun 1999;

3) UU No. 39 Tahun
1999 tentang Hak 
Asasi Manusia;

4) UU No. 36 Tahun
1999 tentang
Telekomunikasi;

5) UU No. 30 Tahun
2002 tentang Komisi
Pemberantasan 
Tindak Pidana
Korupsi;

6) UU No. 15 Tahun
2003 tentang
Penetapan Perppu 
No. 1 Tahun 2002
tentang
Pemberantasan 
Tindak Pidana
Terorisme Menjadi 
Undang-Undang;

7) UU No. 18 Tahun
2003 tentang 
Advokat;

8) UU No. 18 Tahun
2004 tentang Komisi 
Yudisial sebagaimana 
diubah dengan UU 
No. 18 Tahun 2011 
tentang Perubahan 
atas UU No. 18 
Tahun 2004 tentang 
Komisi Yudisial;

9) UU No. 21 Tahun
2007 tentang
Pemberantasan 
Tindak Pidana
Perdagangan Orang;

10) UU No. 11 Tahun
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4. Ekuinbang RUU Peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah

dan Pemerintah
Daerah;

7) UU No. 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintah an 
Daerah;

8) UU No. 15 Tahun 
2006 tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan;

9) UU No. 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan 
Umum;

10) UU No. 9 Tahun 2010 
tentang 
Keprotokolan;

11) UU No. 2 Tahun 2011 
tentang Perubahan 
Atas UU No. 2 Tahun 
2008 tentang Partai 
Politik;

12) UU No. 12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan 
Peraturan 
Perundang- 
Undangan.

1) UU No. 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah 
diubah beberapa kali 
terakhir dengan UU 
No. 9 Tahun 2015
tentang Perubahan 
Kedua Atas UU No. 
23 Tahun 2014 
tentang 
Pemerintahan 
Daerah;

2) UU No. 24 Tahun
2013 tentang
Perubahan Atas UU 
No. 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi 
Kependudukan;

3) UU No. 28 Tahun
2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi 
Daerah;

4) UU No. 25 Tahun
2009 tentang
Pelayanan Publik;

5) UU No. 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara 
Perpajakan 
sebagaimana telah 
diubah terakhir

no
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RUU Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan

2) UU No. 30 Tahun
2009 tentang
Ketenagalistrikan;

3) UU No. 10 Tahun
1997 tentang
Ketenaganukliran;

4) UU No. 4 Tahun 2009
tentang 
Pertambangan 
Mineral dan
Batubara;

5) UU No. 39 Tahun
2014 tentang
Perkebunan;

6) UU No. 32 Tahun
2014 tentang
Kelautan;

7) UU No. 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah 
diubah beberapa kali 
terakhir dengan UU 
No. 9 Tahun 2015
tentang Perubahan 
Kedua Atas UU No. 
23 Tahun 2014 
tentag Pemerintahan 
Daerah;

8) UU No. 21 Tahun
2014 tentang Panas 
Bumi;

9) UU No. 22 Tahun
2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan;

10) UU No. 27 Tahun
2007 tentang
Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau- 
Pulau Kecil
sebgaimana telah 
diubah dengan UU 
No. 1 Tahun 2014
tentang Perubahan 
UU No. 27 Tahun
2007;

11) UU No. 41 Tahun
1999 tentang
Kehutanan;

12) UU No. 32 Tahun
2009 tentang
Perlindungan dan 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup.

1) UU No. 38 Tahun 
2004 tentang Jalan;

2) UU No. 23 Tahun
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Konstruksi;
17) UU No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan 
Konsumen;

18) UU No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok 
Agraria.

7. Kesra RUU Permusikan

8. RUU Pendidikan 
Keagamaan

9. RUU Guru

10. RUU Dosen

11. RUU Perubahan UU 
Penanggulangan Bencana
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b. Matriks Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan 

NA dan RUU yang sedang disusun {output Kegiatan 3)

8b

OUTPUT KEGIATAN 3

Matriks Hasil KaJlan Analisis dan Evaluasi UU yang sesuai dengan NA dan 
RUU (yang sedang disusun)

NO. Daftar Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU NA dan RUU yang sedang 
susun

1. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen

RUU Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan

2. UU Pemerkaran Wilayah

- UU No. 23 Tahun 2000
- UU No. 25 Tahun 2002

' UU No. 26 Tahun 2004

3. UU No. 8 Tahun 1987 tentang Protokol

4. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak

5. UU No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasiaan

6. UU No. 6 Taliun 1974 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

7. UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 
Sejahtera

8. UU No. 12 Tahun 1995 tentang
Permasyarakatan

9. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

10. UU No. 15 Tahun 1997 tentang Keimigrastan

11. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

12. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan

Lanjut Usia

13. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang
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Cacat

14. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

15. UU No. 22 Tahun 1954 tentang Undian

16. UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan
Uang atau Barang

17. UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan 
Karya Cetak dan Kaya Rekam

18. UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Basil
Perikanan

19. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman

20. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

21. UU No. 18 Taliun 2004 tentang Perkebunan

22. UU No. 66/Prp/Tahun 1960 tentang 
Penetapan Luas Tanah Pertanian

23. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya

Air
24. UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

25. UU No. 10 Tahun 2009 tentang
Keparawisataan

26. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

RUU Penyadapan

27. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

28. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyaicit
Menular

29. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah

30. UU No. 45 tentang 2009 tentang Narkotika

31. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Penghapusan
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Kekerasan Dalam Rumah Tangga

32. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

33. UU No. Tahun 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau
Kecil Sebagaimana Diubah Dengan UU No. 1
tahun 2014

RUU Energi Baru dan 
Terbarukan

34. UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

35. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal

36. UU No. 20 Tahun 2004 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

I-:-:??’-)
UU No. 24 tentang 2007 tentang 
Penanggulangan, Bencana

RUU Pembahan UU E
Penanggulangan Bencana |

38. UU No. 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan

Nasional
39. UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan

Konflik Sosial

40. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial

41. UU No. 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan
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KEGIATAN 4



4. Kegiatan 4

Daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis dan 

Evaluasi UU sebagai salah satu referensi (output Kegiatan 4)

OUTPUT KEGIATAN 4

List daftar NA dan RUU yang dapat menjadikan Hasil Kajian Analisis 
dan Evaluasi UU sebagai salah satu referensi

No. Naskah Akademik dan Rancangan 
Undang-Undang

Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi
Undang-Undang

1. RUU Perubahan UU No. 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan
Bencana

Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi
Undang-Undang No. 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan
Bencana
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5. Kegiatan 5
a. SK Tim Penyusun NA dan RUU

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ; Q39G /BK/2018 
TANGGAL ; 25 JANUARI 2018

SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK 
DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SIBER 

TAHUN 2018

NO NAMA JABATAN GOL KET
1. K. Johnson Rajagukguk, S.H,, 

M.Hum.
Kepala Badan Keahlian

DPR Rl
IV Pengarah

2. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. Kepala Pusat
Perancanqan Undang-Undang

IV Penanggung
Jawab

3. Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM. Perancang Peraturan 
Perundano-Undangan Muda

ID Ketua

4. Riyani Shelawati, S.H., M.Kn. Perancang Peraturan 
Perundang-Undangan Muda

III Wakil Ketua

5, Stephanie Rebecca Magdalena R. 
Purba, S.H., M,H.

Calon Perancang Peraturan
Perundang-Undangan

III Sekretarls

6, Drs. Prayudi, M.Si, Penelltl Utama IV Anggota
7. Teguh Nirmala Yekti, S.H., M.H. Perancang Peraturan 

Perundang-Undangan Madya
IV Anggota

8, Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. Penelltl Madya IV Anggota
9. Christina Devi Natalia, S.H. Calon Perancang Peraturan

Perundang-Undangan
III Anggota

10. Apriyani De\vi Azis, S.H Calon Perancang Peraturan
Perundang-Undangan

III Anggota

11. Tommy Cahya Trinanda, S.H. Calon Perancang Peraturan 
Perundang-Undangan

III Anggota

12, Nu'man Iskandar Tenaga Ahli
Komisi 1 DPR Rl

• Anggota

13, Yusrizal Tenaga Ahli
Komisi 1 DPR Ri

- Anggota

14. Prof. Wawan Setiawan, M.Kom Universitas Pendidikan 
Indonesia, Bandung

Pakar
Pendamping/

Anggota
15. Prof. Dr. Iskandar Fitri, S.T., M.T, Universitas Nasional Jakarta Pakar

Pendamping/
Anggota

KEPALA BAD t EAHLIAN DPR Rl,

K. Johnson Raiaoukauk. S.H., M.Hum. 
NIP. 19581108 198303 1 00^
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b. Daftar Tim Penyusun NA dan RUU

Daftar Nama Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang

2.

POLHUKHAM Penyadapan

Siber

1. Teguh Nirmala Yekti, 
S.H., M.H.

2. Yeni Handayani, S.H., 
M.H.

3. Apriyani Dewi Azis, 
S.H.

4. Mardisantori, S.Ag., 
LLM.

5. Puteri Hikmawati, S.H., 
M.H.

6. Raden Priharta
Budiprasetya Ekalaya
P. Y., S.H., M.Kn.

7. Yudarana Sukarno
Putra, S.H., LLM.

8. Marfuatul Latifah,
S.H.I., LI.M.

9. Agus Priyono, S.H.
10. Maria Priscyla

Stephfanie Florencia
Winoto, S.H.

11. Afdhal Mahatta, S.H., 
MH

12. David
13. Prof. Cecep Darmawan 

S.IP., M.Si., M.H.
14. Prof. Elwi Daniel, 

S.H.,M.H.
15. Dr. Oce Madril, S.H., 

LL.M.
16. Dr. Mahmud Mulyadi, 

S.H.
17. Dr. Arrisman, S.H., 

M.H
1. Yudarana Sukarno

Putra, S.H., LLM.
2. Riyani Shelawati, S.H., 

M.Kn.
3. Stephanie Rebecca

Madgalena R. Purba, 
S.H., M.H.

4. Drs. Prayudi., M.Si.
5. Teguh Nirmala Yekti, 

S.H., M.H.
6. Sulasi Rongiyati, S.H., 

M.H.
7. Christina Devi Natalia, 

S.H.
8. Apriyani Dewi Azis, 

S.H.
9. Tommy Cahya
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EKUINBANG

Perubahan Kedua Atas UU 
No. 17 Tahun 2014 
tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah 
dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah

Energi Baru 
Terbarukan

dan

Triananda, S.H.
10. Nu’man ISkandar
11. Yusrizal
12. Prof. Wawan Setiawan, 

M.Kom
13. Prof. Dr. ISkandar 

Fitri, S.T., M.T.
1. S. Ag.,

2.

3.

4.

5.

6.

Mardisantori,
LL.M.
Dr. Riris Katharina, 
S.Sos., M.Si.
Zaqiu Rahman, S.H., 
M.H.
Raden Priharta
Budiprasetya Ekalaya 
P. Y., S.H., M.Kn 
Riyani Shelawati, S.H., 
M.Kn.
Maria Priscyla
Stephfanie Florenda 
Winoto, S.H.
Drs. Prayiidi., M.Si. 
Akhmad Auwlawi,
S.H., M.H.
Novianto Murti
Hantoro, S.H., M.H.

10. Shanti Dwi Kartika, 
S.H., M.Kn..

11. Titi Asmara Dewi, 
S.H., M.H.

12. Slamet Widodo, S.E., 
M.E.

13. Rastri Paramita, S.E., 
M.M.

14. Achmadudin Rajab, 
S.H., M.H.

15. Christina Devi Natalia, 
S.H.

16. Tommy Cahya
Triananda, S.H.

17. Ihsan Badruni
Nasution, S.Sy., S.H.

18. Prof. Yuliandri , S.H., 
M.H.

19. Dr. Arie Sudjito,
S.Sos., M.Si.

20. Andi Omara, S.H., 
M.Pub., Ph.D.

21. Dr. Yayan Sopyan,
S.H., M.H., M.Ag.

1. Arif Usman, S.H., 
M.H.

2. Laksmi Harundani, 
S.H., M.Kn.

3. Wiwin Sri Haryani,
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BIDANG JUDUITNaiJSN■MW

Perubahan Atas UU No. 
22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan

1
S.H., M.H.

4. Drs. Juli Panglima 
Saragih. M.M.

5. Hariyadi, S.IP., MPP.
6. T. Ade Surya, S.T., 

M.M.
7. Muhammad Yusuf, 

S.H.
8. K. Zulfan

Andriyansyah, S.H.
9. Olsen Peranto, S.H.
10. Febri Llany, S.H., M.H.
11. Dwi Rest! Pratiwi, S.T., 

MPM.
12. Ratna 

Christianingrum,
S.Si., M.Si.

13. Dr. Phil. Lily 
Tjahjandari, M.Hum.

14. Benny Junito
15. Yuafrinaldi
16. Thirza Muhammad 

Imran
17. Bisman Bhaktiar, 

S.H., M.H.
18. Soni Fahruri, S.T., 

M.T.
19. Ir. Ismet Djafar, MM
20. Prof. Tri Widodo, 

M.Ec., Dec.
21. Dr. Mailinda Eka 

Yuniza, S.H., LL.M.
22. Dr. Deendarlianto, 

S.T., M.Eng.
1.

2.

3.

Zaqiu Rahman, S.H., 
M.H.
Khopiatuziadah, S.Ag., 
LL.M.
Meirina Fajarwati, 
S.H.

4. Akhmad Auwlawi,
S.H., M.H.

5. Sutriyanti, S.H., M.H.
6. M. Nurfaik, S.H.I.
7. Luclty Setyo Arybowo, 

S.H.
8. Noor Ridha Widiyani, 

S.H.
9. Sahat Aditua

Fandhitya Silalahi,
S.T., MBA.

10. Eka Budiyanto, S. Si., 
M.S.E.

11. Jesly Yuriaty
Panjaitan, S.E., M.M.

12. Ir. M. Hasbi Azis., M.
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mr filDANfi JUfiUL NASAN ftUUi
Si.

13. Adi Setiawan, S.H., M. 
Ec. Dev.

14. Dr. Ir. TasHm Bahar, 
M.T.

15. Dr. Mailinda Eka
Yuniza, S.H., LL.M.

16. Dr. T. Keizerina Devi
Azwar, S.H., CN.
M.Hum.

17. Tri Basuki Joewono,, 
Ph.D.

Peningkatan 
Asli Daerah

Pendapatan 1. Wiwin Sri Haryani, 
S.H., M.H.

2. Yeni Handayani, S.H., 
M.H.

3. Meirina Fajarwati,
S.H.

4. Akhmad Auwlawi, 
S.H., M.H.

5. Achmad Sani
Alhusain, S.E., M.A.

6. Titi Asmara Dewi, 
S.H., M.H.

7. Achmadudin Rajab, 
S.H., M.H.

8. Noor Ridha Widiyani, 
S.H.

9. K. Zulfan
Andriyansyah, S.H.

10. Olsen Peranto, S.H.
11. Monika Suhayati, 

S.H., M.H.
12. Lisnawati, S.Si.,

M.S.E.
13. Robby Alexander 

Sirait, S.E., M.E.
14. Dahiri, S.Si., M.Sc.
15. Alfianida Rahmawati, 

S.I.Kom., M.Si.
16. M. Irwan Zulflkar , 
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c. Notulensi Hasil Diskusi dengan Ketua Tim Penjoisun NA dan RUU 

Perubahan UU Penanggulangan Bencana

Hah,tanggal

Tempat

Narasumber

NOTULENSI HASIL DISKUSI

Rabu, 5 September 2018

Ruang Rapat Badan Keahlian DPR RI

Atisa Praharini, S.H., M.H.

Manfaat yang dirasakan oleh Tim Penyusun NA dan RUU Perubahan 
Penanggulangan Bencana yaitu bahwa Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU 
Penanggulangan Bencana dapat menjadi data awal dalam Penyusunan NA, 
data dan informasi dalam Kajian tersebut baik yang diperoleh dari pakar 
maupun pemantauan di daerah dapat menjadi tambahan data untuk 
penyusunan NA, dalam kajian tersebut juga terdapat bab mengenai 
sinkronisasi antara UU Penanggulangan Bencana dengan peraturan 
perundang-undangan yang terkait sehingga dapat membantu dalam 
perumusan draft RUU, informasi mengenai daerah pemantauan dapat 
bermanfaat agar dalam melalcukan pengumpulan data dan uji konsep tidak 
memilih daerah yang sama, dan meskipun tidak semua data dalam Kajian 
tersebut diambil namun cukup bermanfaat sebagai tambahan informasi untuk 
Penyusunan NA dan RUU. Informasi mengenai adanya Kajian Analisis dan 
Evaluasi UU Penanggulangan Bencana diketahui oleh Tim Penyusun NA dan 
RUU Pembahan UU Penanggulangan karena keterlibatan Ibu Atisa pada saat 
pelaksanaan pemantauan UU Penanggulanggan Bencana. Jika tidak ikut 
terlibat dalam tim pemantauan UU Penanggulangan Bencana maka tidak 
mengetahui bahwa adanya output Pusat Panlak berupa Hasil Kajian Analisis 
dan Evaluasi UU Penanggulangan Bencana.
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d. Notulensi Koordinasi dengan Kapus PUU

NOTULENSI HASIL KOORDINASI

Hari.tanggaJ : Senin, 10 September 2018

Tempat : Ruang Rapat Kapus PUU

Narasumber : Kapus PUU (Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum)

Dalam Kordinasi ini, peserta menyampaikan hasil kesimpulan setelah 
melaksanakan rangkaian kegiatan aktualisasi. Adapun kesimpulan yang 
disampaikan yaitu;

1) Penyusunan NA dan RUU yang dilakukan oleh Pusat PUU sudah 
memanfaatkan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang dibuat oleh 
Pusat Panlak UU selama Hasil Kajian tersebut berkaitan erat dengan NA 
dan RUU yang disusun contohnya yaitu dalam Penyusunan NA dan RUU 
Perubahan UU Penanggu langan Bencana. Namun dalam pemanfaatan ini 
belum maksimal karena iiiformasi mengenai Hasil Kajian yang sudah 
dibuat oleh Pusat Pajilak belum banyak diketahui oleh tim penyusun NA 
dan RUU. Penyebaran Hasil Kajian tersebut hanya sampai tingkat eselon II 
karena keterbatasan jumlah anggaran untuk pencetakan tersebut, jadi 
tidak memungkinkan untuk memberikan kepada orang-perorang di 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Adapun usaha yang 
dilakukan Pusat Panlak untuk mempublikasikan hasi output tersebut yaitu 
dengan mengupload di website Pusat Panlak UU dan melibatkan beberapa 
perancang dan peneliti dalam tim pemantauan undang-undang.

2) Bahwa adanya keterbatasan akses informasi di Badan Keahlian DPR RI 
yang menyebabkan output suatu pusat belum dapat menjadi outcome bagi 
pusat lain. Output pusat hanya di upload di website masing-masing pusat 
dan belum adanya database seluruh produk Badan Keahlian DPR RI.
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Keterbatasan informasi inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa 
Basil Kajian Analisis dan Evaluasi UU belum maksimal dimanfaatkan 
dalam Penyusunan NA dan RUU oleh Pusat PUU. Selain itu, tidak senrna 
Basil Kajian Analisis dan Evaluasi UU dapat dimanfaatkan sebagai salah 
satu referensi dalam penyusunan NA dan RUU karena tidak adanya 
keterkaitan yang erat antara UU yang sudah dipantau dengan NA dan RUU 
yang sedang disusun.

Setelah peserta menyampaikan kesimpulan tersebut maka Kapus PUU
memberikan tanggapan dan komentar yaitu;

1. Bahwa adanya perbedaan antara kerangka analisis peraturan perundang- 
undangan yang dibuat oleh Pusat Panlak UU dalam Kajian Analisis dan 
Evaluasi UU dengan Naskah Akademik yang dibuat oleh Pusat PUU. Di 
Pusat Panlak UU acuan 1 (satu) undang-undang lalu menganalisia 
peraturan perundang-undangan dibawahnya, tetapi dalam bab III NA 
analisis undeuig-undang terkait tidak secara vertikal tetapi horizontal. 
Adanya keterkaitan antara NA dan RUU yaiag disusun dengan Basil Kajian 
Analisis dan Evaluasi UU maka hasil kajian tersebut tidak bisa 
dimanfaatkan sepenuhnya, jadi harus ada riset - riset lain atau mencari 
bahan kepustakaan lain.

2. Untuk adanya informasi output antar pusat maka harus ada unit di Badan 
Keahlian DPR RI yang mengelola semua output tiap pusat (dapat dikclola 
dibawah Tata Usaha Badan Keahlian DPR RI). Secara teknis seharusnya di 
website Badan Keahlian DPR RI ada pilihan menu terkait dengan updated 
produk tiap pusat, selain itu untuk pemuktahiran kedepannya, dapat 
adanya notifikasi dalam handphone. Produk bersama atau pull data 
masing-masing pusat, atau produk pehari yang dihasiikan tiap pusat.

3. Ada kegiatan kegiatan yang menjadi masalah saat ini yaitu tidak semua 
kegiatan pusat-pusat di Badan Keahlian DPR RI mendukung secara 
langsung pelaksanaan fungsi dewan, contohnya di Pusat Penelitian dalam 
mclaksanakan kegiatan tidak semua kegiatannya berkaitan untuk
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mendukung 3 fungsi dewan (legislasi, anggaxan dan pengawasan). Sistem 
penyebaran hasil kajian juga terhambat karena mekanisme penerbitan 
yang terbatas pada anggaran, sehingga akan dimudahkan apabila adanya 
soft file.

4. Oleh karena itu, harus ada manajemen informasi di Badan Keahlian DPR RI 
sehingga adanya kemudahan akses informasi an tar bagian (pusat) dan ada 
kesamaan informasi yang disampaikan dan yang diterima.
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e. Notulensi wawancara dengan Ibu Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H

NOTULENSI HASIL DISKUSI

Harijtanggal

Tempat

Narasumber

Selasa, 18 September 2018

Ruang Perancang UU Bidang Ekuinbang

Wiwin Sri Haryani, S.H., M.H.

Bahwa pemanfaatan Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang 
di buat oleh Pusat Panlak UU dapai dimanfaatkan dalam penyusunan NA dan 
RUU, namun pemanfaatan tersebut tidak murni langsung di ambil dari Hasil 
Kajian tersebut. Hasil Kajian tersebut dijadikan basis atau tambahan literatur 
atau referensi bahan kepustakaan jika dianggap relevan dan dimasukan dalam 
bab-bab yang terkait, tidak hanya dalam BAB III Naskah Akademik, karena itu 
merupakan kajian jadi dapat dimanfaatkan dalam penyusunan latarbelakang 
BAB 1 Naskah Akademik atau dalam landasan yuridis BAB IV Naskah 
Akademik. Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi UU dari Puspanlak UU idealnya 
dapat menjadi referensi atau bahan literatur pada saat manyusun NA dan 
RUU, sesuai dengan materi/objek yang sama, Terkait kondisi saat ini, tidak 
ada integrasi antara pusat-pusat di Badan Keahlian DPR RI, sebagaimana 
yang pernah dibahas dalam rakor Badan Keahlian DPR RI, seharusnya ada 
database hasil-hasil kegiatan pusat yang dikelola. Hasil kegiatan pusat di 
Badan Keahlian DPR RI meskipun sudah ada di website masing-masing pusat, 
idealnya ada database Badan Keahlian DPR RI yang dikelola oleh suatu admin 
yang berisi mengenai hasil-hasil kegiatan dari masing-masing pusat, tidak 
hanya untuk Pusat Panlak, tetapi juga pusat Iain coniohnya di Pusat 
Penelitian juga banyak menghasilkan hasil penelitian yang dapat digunakan 
pada saat menyusun NA dan RUU. Konsep idealnya, semua materi dari pusat- 
pusat di Badan Keahlian dikumpulkan kemudian ada daftar apa saja yang 
sudah dilakukan pengkajian. Sehingga dalam melakukan inventarisasi 
permasaJahan sebelum penyuusunan NA dan RUU akan memudahkan bagi 
tim untuk mengetahui sumber informasi tersebut.

Saat ini, Hasil Kajian Analisis dan Evaluasi dari Pusat Panlak UU belum 
optimal digunakan dalam Penyusunan NA dan RUU karena kurangnya 
informasi terkait adanya kajian tersebut, kecuali jika dalam tim penyusunan 
NA dan RUU yang berkaitan ikut terlibat dalam mengikuti pemantauan UU.
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Contohnya pada saat penyusnan NA dan RUU Kehutanan, salah sam tim 
penyusun yaitu saudari Noor Ridha Widiyani, S.H pernah ikut terlibat juga 
dalam pemantauan UU tentang Kehutanan di Pusat Panlak UU sehingga dapat 
melakukan transfer knowledge terkait dengan hasil pemantauan tersebut, jika 
tidak ada raaka tim akan kesulitan untuk mengetahui adanya hasil kajian 
Analisis dan Evaluasi UU Kehutanan. Oleh karena itu, informasi mengenai 
hasil kaijan dari tiap pusat harus ada daftar invetarisasi dan apa saja yang 
sudah dikeijakan tiap pusat di Badan Keahlian DPR RI, atau secara 
konvensional dapat membuat semacam perpustakaan mini yang memuat 
hasil-hasil kajian (hard copy) yang dibuat oleh tiap pusat.

Output tiap pusat belum digunakan secara optimal digunakan oleh pusat lain, 
belum terintegrasi dari masing-masing pusat. Contohnya adanya hasil kajian 
yang sudah dibuat oleh Pusat Kajan Anggaran mengenai insentif, padahal 
hasil kajian tersebut dapat dimanfaatkan dalam penyusunan NA dan RUU 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tetapi karena tidak ada integrasi 
informasi maka perancang UU belum mengetahui, apabila ada kemudahan 
alcses maka akan memudahkan untuk memanfaatkan data tersebut,

Selain itu, pusat-pusat di Badan Keahlian hanya melaksanakan tugas masing- 
masing, seharusnya antar pusat saling mem back up atau saling mendukung 
satu sama lain. Meskipun dalam tataran kecil dalam pcmbentukan tim 
misalnya penyusunan NA dan RUU itu terdiri daid SDM beberapa pusat 
(perancang, peneliti dan para analis), yang saling memback up. Tetapi dalam 
tataran unit kerja belum saling mendukung, meskipun saat ini sudah ada 
kemajuan setelah adanya Badan Keahlian DPR RI. Oleh karena itu, 
dibutuhkanh pusat informasi untuk mengelolala semua produk yang 
dihasilkan tiap pusat di Badan Keahlian DPR RI.
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